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ABSTRAK 

FUNGSI INTERMEDIASI BMT MITRA REKSA BAKTI DALAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

Nur Wahidah Nasir 

14423003 

 

BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat 

membantu masyarakat atau para pengusaha kecil, yang tidak mempunyai agunan yang 

cukup besar untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya. Keberadaan 

BMT di tengah-tengah masyarakat diharapkan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat serta produktivitas usaha kecil yang berada 

di sekitar BMT pada khususnya dan wilayah lain pada umumnya. Tujuan penelitian 

adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis fungsi intermediasi yang ada di BMT 

Mitra Reksa Bakti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi 

islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang dilakukan BMT Mitra Reksa Bakti merupakan salah satu penolong bagi 

masyarakat dalam pengembangan bisnis, karena BMT merupakan Koperasi Syariah 

yang bebas dari bunga dan menjalankan fungsi intermediasi dari salah satu fungsi 

Lembaga Keuangan Syariah sebagai perantara. Setelah melakukan penelitian, penulis 

mengambil kesimpulan dari keseluruhan dari pemberdayaan yang diberikan BMT 

Mitra Reksa Bakti Perpektif Ekonomi Islam. Para pengusaha kecil sudah mengalami 

peningkatan-peningkatan, dilihat dari sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan, 

banyak peningkatan dalam menjalankan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. 

Beberapa pengusaha mampu meningkatkan aset dengan memiliki bangunan dan 

kendaraan bermotor untuk usaha mereka. BMT juga menerapkan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam yang dalam menjalankan operasionalnya. 

Kata kunci: BMT, Intermediasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

BMT Mitra Reksa Bakti Intermediation Function In Economic Empowerment 

of Society of Economic Perspective of Islam 

 

NUR WAHIDAH NASIR 

14423003 

 

BMT which is one of the Sharia Financial Institutions, is expected to help the 

community or small entrepreneurs, which does not have sufficient collateral to obtain 

capital in developing its bussines. The existence of BMT in the community is expected 

to have an important role in improving the economy of community and the productivity 

of small businesses that the located around the financial institutions in particular and 

other areas in general. The purpose of this study is to describe and analyze the 

Intermediation Function in BMT Mitra Reka Bakti in the Economic Emprowerment of 

Society The Economic Perspective of Islam. This research uses descriptive qualitative 

method, using interview methods, observation, and documentation. Community 

economic emprowerment conducted BMT Mitra Reksa Bakti is one of the helpers for 

the community in business development, because BMT Mitra Reksa Bakti is a sharia 

coorperative that is free from interest and performs an intermediary function from one 

of sharia financial institution as an intermediar. After doing research in BMT Mitra 

Reksa Bakti, the author take the overall conclutions of emprowerment given BMT 

Mitra Reksa Bakti in islamic economic perspective. Small entrepeneurs have 

improved, seen from before and after getting financial, much improvement in running 

a business to make a profit. Some entrepreneurs are able to increase their assets by 

owning buildings and motor vehicles for their business. BMT Mitra Reksa Bakti also 

applies the principles of islamic economics in carrying out its operations. 

Keywords: BMT, Intermediation, Community Emprowerment, Islamic Economics 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa 

‘Arab ke bahasa latin.  

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari 

keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin 

Huruf 

arab 

Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

2. Vokal  

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ُ  Fathah A A 

  ُ  Kasrah I I 

  ُ  Dhammah U U 

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...يْ     fathah dan ya Ai a dan i 

...وْ     fathah dan wau Au a dan u 

 

 Contoh: 

ت ب    kataba -  ك 

ل    fa’ala -  ف ع 

 żukira -  ذ ك ر  

 yażhabu -  ي ذْه ب  

ئ ل    س    - su'ila 

يْف    kaifa -  ك 

 haula -  ه وْل  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

huruf 

Nama Huruf dan tanda Nama 

...ى    ...ا  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

...ى    kasrah dan ya I i dan garis di atas 

...و    Hammah dan wau U u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla - قا ل  

مى    ramā - ر 

 qĭla - ق يْل  

4. Ta’marbuṭah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua: 

1. Ta’marbutah hidup 



 
 

xv 

  

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’marbutah mati 

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

dalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh: 

ة    وْض  طْفا ل   الأ ر   ُ   - rauḍah al-aṭfāl 

    - rauḍatul aṭfāl 

يْن ة   د  ن و   الم  ة   الم  ر   ُ   - al-Madĭnah al-Munawwarah 

    -al-Madĭnatul-Munawwarah 

ةْ   talḥah -   ط لْح 

 

5. Syaddah 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

                            Contoh: 

بَّن ا  rabbanā - ر 

ل    nazzala - ن زَّ

 al-birr - الب ر  

ج    al-ḥajj - الح 

 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang 
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yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan 

bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

             Contoh: 

ل   ج   ar-rajulu - الرَّ

يِّد    as-sayyidu - السَّ

 as-syamsu - الشَّمْس  

 al-qalamu - الق ل م  

يْع    al-badĭ’u - الب د 

لا ل    al-jalālu - الج 

 

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, 

itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila 

hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

              Contoh: 

ذ وْن    ta'khużūna -  ت أخْ 

 'an-nau -  النَّوْء  

 syai'un -  شًيْئ  
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 inna -  إ نَّ 

رْت    umirtu -  أ م 

ل    akala -  أ ك 

 

8. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya. 

             Contoh: 

إ نَّ  يْر   ل ه و   الل   و  ق يْن   خ  از    Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĭn الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn  

ان   يْز  الْم  يْل  و  أ وْف وا الْك   Wa auf al-kaila wa-almĭzān و 

Wa auf al-kaila wal mĭzān 

ل يْل اه يْم  الْخ   Ibrāhĭm al-Khalĭl إ بْر 

Ibrāhĭmul-Khalĭl 

اها   رْس  م  اها  و  جْر   Bismillāhi majrehā wa mursahā ب سْم  الل  م 

لل   لى   و  ج   النَّاس   ع  ن   الْب يْت   ح  ب   إ ل يْه   اسْت ط اع   م   يْلاً س 

 

 

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti 

manistaṭā’a ilaihi sabĭla 

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti 

manistaṭā’a ilaihi sabĭlā 

 

 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.  Penggunaanhuruf  kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf  kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 
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diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

       Contoh: 

س وْل   د  إ لاَّ ر  مَّ ح  ا م  م   Wa mā Muhammadun illā rasl و 

ل   إ نَّ  ع   ب يْت   أ وَّ ض  ة   ل لَّذ ى ل لنَّاس   و  كاً  ب ب كَّ ب ار   Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażĭ م 

bibakkata mubārakan 

هْر   ان   ش  ض  م  نْز ل   الَّذ ى ر 
-Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al ن  ~القْ رْا ف يْه    أ 

Qur’ānu 

Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil 

Qur’ānu 

ل ق دْ  ا و  ف ق   ه  ~ر 
ب يْن   ب الأ   Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn الْم 

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn 

يْن   ال م  بِّ الْع  مْد  لل  ر   Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn الْح 

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn 

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

digunakan. 

Contoh: 

ن   ن صْر   ف تْح   الل   مِّ  Naṣrun minallāhi wa fathun qarĭb ر يْب  ق   و 

يْعاً  م   Lillāhi al-amru jamĭ’an لل  الأ مْر  ج 

Lillāhil-amru jamĭ’an 

ل يْم   يْئ  ع  الل  ب ك لِّ ش   Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm و 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesenjangan ekonomi dalam distribusi pendapatan antara kelompok 

masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis 

kemiskinan (poverty line) merupakan dus masalah besar di banyak negara 

berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan sudah tidak asing 

lagi karena telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya 

masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam 

bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada 

masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, 

dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. 

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh 

negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. 

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan 

dari Tuhan. Namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap 

distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. 

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah sarana masyarakat untuk bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melakukan kegiatan ekonomi 

masyarakat bisa memperoleh pendapatan dan dari pendapatan itulah mereka 

bisa melangsungkan kehidupan. 

Sebagian besar masyarakat tentunya sangat membutuhkan keberadaan suatu 

lembaga yang dapat membantu kegiatan perekonomian mereka, khususnya 

bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha kecil. Mereka seringkali 

mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk mengembangkan 

usahanya. Karena mengalami kesulitan tersebut, sebagian dari mereka 

mengambil peminjaman di koperasi desa yang sistemnya kredit dan berbasis 

bunga. Mengingat jumlah koperasi yang ada di kecamatan Turi hanya ada 6 

koperasi, 5 koperasi non KUD dan 1 koperasi KUD menurut Badan Pusat 
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Statistik (2016), sehingga masyarakat desa lainnya merasa kesulitan karena 

minimnya jumlah koperasi di kecamatan tersebut. Selain minimnya koperasi 

simpan pinjam, masyarakat yang meminjam di koperasi desa pasti akan terjerat 

hutang karena masyarakat yang meminjam akan dikenakan bunga. Dalam Al-

Qur;an surat Al-Baqarah ayat 275: 

انُ  طَ يْ هُ  الشَّ بَّطُ خَ تَ  َ ي ي ومُ  الَّذِ قُ ا يَ  مَ لَّّ  كَ ونَ  إِ ومُ قُ ا لَّ  يَ  ونَ  الرِّبَ لُ كُ أْ ينَ  يَ  الَّذِ
رَّمَ   عَ  وَحَ يْ بَ  لْ لَّ  اللَّهُ  ا حَ ا ۗ   وَأَ لُ  الرِّبَ ثْ عُ  مِ يْ  َ ب لْ اَ ا نََّّ وا إِ الُ مْ  قَ ن َّهُ أَ بِ كَ   لِ ۗ   ذََٰ مَسِّ   نَ  الْ مِ

رُهُ  إِ لَ  اللَّهِ  ۗ    مْ فَ  وَأَ لَ ا سَ هُ  مَ لَ ىَٰ  فَ  هَ تَ   ْ ان نْ  رَبِّهِ  فَ ة   مِ ظَ وْعِ هُ  مَ اءَ نْ  جَ مَ ۗ   فَ ا  الرِّبَ
ونَ  دُ الِ ا خَ يهَ مْ  فِ ابُ  النَّارِ  ۗ   هُ َْ صَْ كَ  أَ ئِ ولََٰ أُ ادَ  فَ نْ  عَ  وَمَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S Al-Baqarah; 275) 

 

BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan, diharapkan dapat 

membantu masyarakat atau penduduk Kecamatan Turi, yang tidak mempunyai 

agunan yang cukup besar untuk mendapatkan modal dalam kebutuhannya 

untuk perekonomian sehari-hari. Sehingga dengan adanya lembaga keuangan 

syari’ah ditengah-tengah masyarakat diharapkan mempunyai peranan penting 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang berada di sekitar lembaga keuangan pada khususnya dan 

wilayah lain pada umumnya. BMT Mitra Reksa Bakti selaku Lembaga 

Keuangan Syariah yang berada di wilayah Pakem Turi memiliki tujuan untuk 

membangun ekonomi ummat dengan cara menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sehingga  BMT dapat disebut sebagai 

perantara (intermediasi) antara pemilik dana dan peminjam dana. 
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Intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau 

penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dananya dalam 

berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana dalam 

bentuk kredit (Dunil, 2004). 

Fungsi intermediasi BMT dijelaskan lebih kongkret oleh Huda dan Heykal 

bahwa peran BMT adalah sebagai berikut: (1) Sebagai motor penggerak 

ekonomi dan sosial masyarakat banyak, (2) Ujung tombak pelaksanaan sistem 

ekonomi syari’ah, (3) Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum 

dhu‘afa’ (miskin), dan Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip 

hidup yang barakah, ahsan ‘amala, dan salam melalui spiritual 

communication dengan dhikr qalbiyah ilahyah (Huda & Heykal, 2010) 

Pemberdayaaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak 

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Strategi untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat menurut Gunawan Sumodiningrat, adalah sebagai berikut: (1) 

adanya peluang meningkatkan produksi; (2) adanya prasarana dan sarana 

pemasaran; (3) Meningkatkan kualitas SDM; (4) Kebijakan pengembangan 

industri; (5) Kebijakan ketenagakerjaan; (6) Pemerataan pembangunan antar 

daerah (Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, 1998). 

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima 

nilai universal, yakni; tauhid, keadilan, khalifah, dan Ma'ad. (Karim, Ekonomi 

Mikro Islam, 2012) 

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “pengingat” 

bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan 

kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus 

ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama 

harus di pupuk sejak awal. Di dalam al-Qur’an surat Al- Hasyr ayat 59 telah 

disebutkan:  
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“,,, مْ  كُ نْ اءِ مِ يَ نِ يَْْ الَْْغْ ةً بَ  ولَ ونَ دُ كُ يْ لَّ يَ  ”,,,,,,كَ

Artinya: “... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu....” 

 

Setiap pribadi muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, 

berwirausaha, komunikatif dalam beriteraksi, lebih skillful dalam memfasilitasi 

jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan 

kekuatan-kekuatan riil ekonomi masyarakat. Karenanya, di samping 

penguasaan terhadap lifeskill atau keahlian hidup, ketrampilan berwirausaha, 

yang lebih riil dan mendesak adalah dibutuhkan pengembangan dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberian kesempatan kepada rakyat 

mengenah ke bawah (kecil). Sehubungan dengan hal itu, sangatlah dibutuhkan 

suatu lembaga atau badan usaha yang dapat membantu permasalahan yang 

dialami oleh sebagian besar pengusaha kecil tersebut. Salah satu lembaga atau 

badan usaha yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut adalah Balai Usaha 

Mandiri Terpadu atau yang lebih dikenal dengan istilah Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT).  

BMT Mitra Reksa Bakti berdiri dari tahun 1995 yang berperan sebagai 

lembaga yang membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Para penduduk 

masyarakat Pakem Turi ini biasanya tidak senang dengan persyaratan-

persyaratan yang membingungkan, sehingga BMT Mitra Reksa Bakti dalam 

perjalanannya memberi bantuan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk 

pembiayaan dilakukan secara fleksibel, efektif, dan efisien dengan tidak 

melibatkan persyaratan-persyaratan yang menyulitkan.  

Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di BMT Mitra Reksa Bakti 

yang mana berdirinya BMT Mitra Reksa Bakti dirintis oleh Lembaga 

Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Indonesia (UII) dan pada 

bulan Oktober 1995 LPM UII mengadakan pelatihan bagi calon pengelola BMT 

se-Sleman (+ tiga bulan). Pada tanggal 15 Desember 1995 diresmikan 

berdirinya BMT-BMT diwilayah Pakem Turi Km 4 Jamblangan Pakem Selatan, 

yang diresmikan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia waktu itu yaitu Bapak 

Prof. H. Zaini Dahlan, MA di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. 



5 

 

 
 

Pada awal berdiri perkembangan modal dan simpanan maupun pembiayaan 

agak lambat. Namun setelah diadakan sosialisasi tentang BMT ini lewat 

jamaah-jamaah pengajian, TKA-TPA dan juga lewat selebaran maka makin 

lama perkembangan BMT semakin menggembirakan. 

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk 

mengetahui “Fungsi Intermediasi Di Bmt Mitra Reksa Bakti Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakt Perpektif Ekonomi Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penyusun 

merumuskan masalah tentang bagaimana fungsi intermediasi yang dilakukan 

BMT Mitra Reksa Bakti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif 

ekonomi Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas ditemukan tujuan penelitian yang akan dicapai 

adalah mendeskripsikan dan menganalisa fungsi intermediasi BMT MITRA 

REKSA BAKTI dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi 

Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam 

menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu diharapkan mempunyai 

manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut ataupun dalam bentuk 

kegunaan praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan masalah yang 

aktual. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang fungsi 

intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di sekitarnya dalam perpektif ekonomi Islam. 
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b. Bagi Instansi 

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi 

tentang peran fungsi intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Pakem Turi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah bukti 

empiris tentang peran fungsi intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Pakem Turi. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan proposal yang 

dilakukan maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal–hal yang dibahas dalam tiap–tiap bab. Adapun 

sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian adalah hasil dari latar belakang masalah yang 

telah diuraikan, tujuan penelitian menjelaskan terkait apa yang 

akan dicapai dari penelitian, manfaat penelitian menguraikan 

terkait yang diperoleh dalam penelitian. Bab ini menekankan 

pada proses dan sebab peneliti memilih judul penelitian yang 

akan diteliti. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori ini terdiri dari sub bab telaah pustaka terdahulu 

dan landasan teori. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan 

penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh 

dari jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-

penelitian mengenai peran fungsi intermediasi Baitul Maal wa 

Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, pakem, turi, 

Yogyakarta.  Selanjutnya, pada sub bab landasan teori diuraikan 

teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian 
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penyusun, seperti fungsi intermediasi BMT, Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat dan Prinsip Ekonomi Islam. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan 

dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, 

peneliti akan mencoba mendeskripsikan tentang fungsi 

intermidiasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam Pemberdayaan 

ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan 

dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, 

penyusun akan mencoba mendeskripsikan dengan menganalisa 

tentang fungsi intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat 

dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab 

permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran 

yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset 

selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan 

sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-

pihak terkait. 
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BAB   II 

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu sangat penting  sebagai dasar pijakan untuk menyusun 

penelitian,beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain: 

Pertama penelitian dalam jurnal yang berjudul Peran Intermediasi Sosial 

Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin oleh 

Muhammad Syafii Antonio dan Hilman Fauzi;(2012). Paper ini membahas dan 

mengeksplorasi peran intermediasi sosial yang bisa dilakukan oleh perbankan 

syariah dari sekedar peran intermediasi keuangan. Diharapkan dengan peran 

lebih tersebut, perbankan syariah bisa memberikan manfaat yang lebih kepada 

masyarakat luas dan bisa menjawab suara-suara sumbang atau sigma yang 

menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pro masyarakat miskin. 

Berdasarkan hasil pembahasan dengan mengacu pada studi literatur mengenai 

peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin, maka 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yakni: (1) perbankan syariah memiliki 

posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang dapat menyentuh atau 

melibatkan masyarakat miskin ke dalam segmentasi pasar institusi 

keuangannya melalui peran intermediasi sosial. (2) Dalam proses 

pelaksanaanya, dana untuk peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat 

mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dengan pandangan Islam, yaitu 

zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan Hibah (ZISWAH). 

Penelitian yang kedua dalam jurnal yang berjudul Fungsi Intermediasi 

Perbankan Di Daerah: Pengukuran Dan Identifikasi Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi oleh Piter Abdullah dan Suseno;(2003). Penelitian ini berupaya 

mengatasi seluruh permasalahan perbankan di daerah tersebut di atas, dugaan 

terjadinya “capital flight” di daerah harus dapat dijawab dengan tuntas. Dalam 

hal ini, harus dapat dibuktikan apakah “capital-flight” tersebut benar-benar 

terjadi atau mungkin hal itu hanya merupakan fenomena umum yang terjadi 

secara nasional sehubungan dengan masih berlangsungnya krisis perbankan di 

Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu diperatikan dalam rangka 
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meningkatkan peran dalam pembangunan daerah, dengan cara: (1) Tetap 

mengupayakan agar perbankan dapat melaksanakan fungsi utamanya sebagai 

lembaga intermediasi dengan jalan meningkatkan pengerahan dana masyarakat 

di daerah dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Namun demikian 

harus disadari bahwa penyaluran kredit perbankan harus dilakukan dengan 

prinsip kehati-hatian. Peningkatan penyaluran kredit perbankan hanya dapat 

terjadi apabila permintaan kredit yang disertai kelayakan usaha di daerah cukup 

tinggi; (2) Menimbang bahwa permintaan kredit di daerah dipengaruhi oleh 

iklim dunia usaha di daerah secara keseluruhan, pemerintah daerah diharapkan 

mampu meningkatkan jaminan keamanan dan memberikan kemudahan 

birokrasi yang pada pada gilirannya akan menciptakan iklim dunia usaha yang 

kondusif.  Pada akhirnya iklim dunia usaha yang kondusif diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas usaha yang berarti  meningkatkan investasi, sekaligus 

akan meningkatkan permintaan kredit perbankan; (3) Meskipun desentralisasi 

perbankan dalam bentuk perubahan sistem dari branch banking system ke unit 

banking system diperkirakan akan cukup mempengaruhi tingkat penyaluran 

kredit perbankan di daerah, namun disarankan untuk tidak diterapkan secara 

tergesagesa.  Penerapan desentralisasi perbankan hanya dengan tujuan 

meningkatkan penyaluran kredit perbankan di daerah dikhawatirkan akan 

mendorong perbankan di daerah meninggalkan prinsip kehati-hatian yang pada 

gilirannya akan membahayakan industri perbankan secara keseluruhan.  

Penelitian yang keketiga dalam jurnal Fahrur Ulum;(2014) tentang  

Optimalisasi Intermediasi Dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan metode studi kasus yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis 

peran BMT tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang kemudian 

dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT melibatkan tiga unsur utama 

pemberdayaan, yaitu strategi pemberdayaan, teknik pemberdayaan, dan 

pengondisian pemberdayaan. Ketiga unsur pemberdayaan tersebut 
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diimplementasikan dengan aktivitas riil berupa segmentasi nasabah yang telah 

berdaya dan yang belum berdaya, treatment pembiayaan berjenjang, 

pembinaan intensif, penyediaan sumber daya insani yang memahami visi dan 

misi pemberdayaan, optimalisasi fungsi intermediasi ekonomi dan intermediasi 

sosial, serta motivasi dan penyediaan sarana menabung terkoordinir. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BMT dilakukan melalui stepping 

yang teratur dan terarah, sebagai berikut: a)interaksi intensif dengan 

masyarakat sekitar, b) penanaman kesadaran atau kesamaan pikiran, c) 

pembentukan kelompokkelompok terkoordinir, d) pembinaan intensif, e) 

partisipasi aktif, dan f) pelaku aktif dalam keberlanjutan pemberdayaan. 

Dengan demikian BMT sejak awal harus menetapkan visi dan misi 

pemberdayaan serta mengedepankan dialog kepada masyarakat untuk 

menemukan problem dan solusi dari masyarakat sendiri. Managemen BMT 

sebaiknya menyediakan sumber daya insani yang memahami visi misi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat.   

Pola kerja BMT adalah pola kerja rasional. Motivasi nasabah mengarah 

pada pertimbangan tindakan rasional dan ideologis primordial, bukan afektual 

maupun tradisional. Fungsi intermediasi ekonomi dan intermediasi sosial BMT 

dilakukan dengan pengembangan potensi ekonomi umat, peningkatan kualitas 

sumber daya insani, perantara aghniya dan du‘afa’, perantara pemilik dana dan 

pengguna dana. Fungsi BMT bukan sekedar sebagai mitra atau lembaga 

intermediasi saja, namun lebih dekat pada fungsi coaching terhadap nasabah. 

BMT juga menekankan pada pembiayaan jenis bagi hasil untuk mengimbangi 

banyaknya pembiayaan dengan pola jual beli atau murabahah. Oleh karena itu 

managemen BMT harus membuat panduan pembinaan yang terarah kepada 

nasabah sehingga fungsi coaching dan balancing BMT dapat terlaksana dengan 

baik. 

Penelitian keempat dalam jurnal Habriyanto, S.Pd.I, M.E.I;(2011) dengan 

judul Intermediasi Perbankan Syariah  Pada Bank Syariah Mandiri Cabang  

Jambi. Penelitian ini membahas upaya peningkatan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan melalui tabungan pada perbankan syariah bagaimana 
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tinggi rendahnya partisipasi masyarakat untuk peduli pada terhadap 

pembiayaan pembangunan. Sebaliknya penyaluran dana pihak ketiga tersebut 

kepada nasabah menunjukan peranan pihak perbankan dalam menunjang 

pembangunan pada sektor riil. Setelah dilakukan penelitian tersebut maka telah 

didapatkan hasil sebagai berikut : (1) Pihak Bank Syariah Mandiri sebaik 

meningkat hubungan bekerja sama dengan organisasi dan lembaga pendidikan 

Islam dalam hal investasi atau kegiatan yang dapat meningkatkan peran dan 

fungsi lembaga perbankan,  mengingat organisasi dan lembaga pendidikan 

Islam mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui pembiayaan dan 

menjadi aset yang sangat berharga dalam mempromosikan Bank Syariah di 

tengah masyarakat. (2) Mengingat etika bisnis dalam Islam merupakan suatu 

keharusan dalam perbankan syariah, maka sebaiknya secara bertahap dan 

kontinyu pihak Bank Syariah Mandiri perlu lebih mengenalkanya lagi kepada 

karyawan dan masyarakat melalui berbagai seminar, pelatihan maupun 

pendidikan baik dalam bentuk forml dan non formal. (3) Pihak Bank Syariah 

Mandiri Cabang Jambi sebaiknya terus berbenah memperbaiki pelayanannya 

melalui  penerapan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya dalam  pelaksanaan 

ekonomi syariah tetapi juga dalam pengembangan sumberdayanya   

Penelitian yang kelima dalam jurnal yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat  Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal oleh Ully 

Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat;(2015). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

digunakan peneliti disini adalah jenis penelitian deskriptif. Dengan fokus 

penelitian yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melihat potensi 

ekonomi desa dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, 

kecamatan dan desa serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Lokasi 

penelitian berada di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu penulis sendiri dan data 

sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan sumber datanya 

berasal dari informan, dokumen dan peristiwa. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah catatan lapangan, peneliti sendiri, dokumen, pedoman 
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wawancara dan alat pendokumentasian. Metode pengambilan data dengan 

wawancara, analisis dokumen dan observasi. Teknik analisa data yang 

digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman. 

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang 

ada di Desa Muktiharjo dapat dilihat dari segi pertanian/perkebunan, 

perikanan, pariwisata dan UKM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dapat 

dilihat dari upaya pemerintah kabupaten sebagai perencana, fasilitator, 

pengawas dan evaluator. Pemeritah kecamatan sebagai fasilitator antara 

pemerintah kabupaten dan desa. Dan pemerintah desa dengan upaya meliputi 

menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan seperti 

memberikan pelatihan/ pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi 

simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan 

masyarakat. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber daya alam melimpah 

dari sektor pertanian dan sumber daya manusia yang melimpah, globalisasi dan 

kemajuan teknologi yang mempengaruhi bidang pertanian, perikanan, 

pariwisata dan UKM. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya 

modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah. 

Penelitian yang keenam dalam jurnal Nurul Badriyah;(2009) dengan judul 

Peran Intermediasi Perbankan Terhadap  Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM). Penelitian ini fokus pada permasalahan kurangnya akses ke 

pendanaan secara formal (salah satunya ke lembaga perbankan), survei yang 

dilakukan di Jawa Timur oleh JBIC-DAI-REDI tentang akses kredit dan 

pertumbuhan usaha kecil pada tahun 2004, menunjukkan bahwa 45% UMKM 

menilai masih perlu dana kredit perbankan, namun 50% dari UMKM yang 

butuh kredit tersebut tidak mau ke Bank Umum dengan alasan 1) Adanya 

persepsi prosedur bank yang rumit; 2) Waktu Keputusan Kredit lama dan 3) 

Persyaratan cukup berat. Berkaitan dengan permasalahan kurangnya 

penyaluran kredit, telah terjadi disintermediasi perbankan di Indonesia 

khususnya pasca Krisis 1997. Kredit yang disalurkan perbankan belum cukup 

menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level 
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sebelum krisis, yang berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan masih belum 

pulih atau terjadi disintermediasi perbankan. Pandangan ini sejalan dengan 

kondisi dimana masih banyaknya dana kredit yang belum terserap oleh sektor 

usaha.  Belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan antara lain disebabkan 

oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum 

mampunya sektor riil menyerap kredit.  

Perlibatan lembaga penjamin dalam rangka peningkatan peran intermediasi 

perbankan terhadap UMKM kiranya adalah keniscayaan yang dapat dilakukan 

dalam rangka menjembatani ketidaksesuaian antara pihak bank sebagai 

kreditur dan pelaku UMKM sebagai debitur. 

Penelitian yang ketujuh dalam jurnal Selfesina Samadara, Nonce F. Tuati, 

dan Heni Matelda Sauw;(2016) dengan judul Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat  Berbasis Kemitraan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

informasi tentang hasil tangkapan dan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional 

dengan alat tangkap jaring insang serta mengetahui kondisi sosial dan ekonomi 

Masyarakat Desa Sulamu. Secara umum, persoalan yang dihadapi masyarakat 

nelayan berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan : (1) kemiskinan dan 

kesenjangan sosial, (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, (3) 

redahnyakualitas SDM. Masalah tersebut telah menimbulkan dampak negatif 

yang luas terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Nelayan Desa Sulamu 

dapat dikatakan masih dibawah garis kemiskinan. Kondisi tersebutdisebabkan 

karena tingkat pendidikan yang rendah, pola kehidupan nelayanyang 

konsumtif, keterbatasan infrastruktur dan modal, serta minimnya pengetahuan 

dan teknologi yang dimiliki. Hal tersebutdiperparahlagidenganbelum 

tersentuhnyamasyarakat dengan program-program yang dapat 

mengembangkan ekonomi secara riil, terorganisasi dan berkelanjutan. Ketidak 

adaan mitra serta lembaga keuangan penunjang menyebabkan sulinya 

masyarakat lepas dari kemiskinan. Model kemitraan usaha urgent untuk segera 

dikembangkan baik dengan lembaga keuangan, LSM, perguruan tinggi bahkan 

pemerintah daerah maupun pusat. Dengan model kemitraan tersebut 
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diharapkan dapat membantu percepatan transfer pengetahuan dan teknologi 

serta membangun jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder. 

Penelitian yang kedelapan dalam jurnal yang berjudul Suatu Tinjauan 

Tentang Peranan Bank Umum Sebagai Lembaga Intermediasi  Keuangan 

Periode 2007 Hingga 2011 oleh Kasiyat dan Pariang Siagian;(2012). Penelitian 

ini membahas permasalahan tentang sejauh mana hubungan antara jumlah dana 

nasabah berupa Giro, Tabungan dan Deposito yang dapat dihimpun dengan 

jumlah Kredit yang Disalurkan. Dalam penelitian ini, populasi objek penelitian 

adalah seluruh laporan neraca (The statements of financial position) dari semua 

perbankan yang sudah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai 

dengan yang ada di publikasi website Bank Indonesia. Kemudian,  jumlah 

sampel perbankan yang diteliti adalah sebanyak 10 bank umum yang sudah 

menjual sahamnya ke publik atau go public. Teknik pengambilan sampling 

dilakukan dengan cara purposive, dan metode penelitian yang dilakukan adalah 

satistik deskriptif, karena sesuai dengan sifat studi kasus, dimana sampel yang 

diambil bersifat representatif sehingga data yang diambil berkaitan langsung 

dengan tujuan penelitian. Analisis deskriptif ini juga bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan data yang dibutuhkan. 

Dilihat dari hasil rekapitulasi dan grafik total dana yang dihimpun (GTD) 

dengan kredit yang disalurkan (KYD), menunjukkan bahwa total GTD selalu 

lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah KYD, selama periode analisis.  

Khususnya untuk keempat bank terbesar (Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI), 

dari grafik setiap tahunnya yang menggambarkan bahwa  total GTD jelas 

kelihatan  berada di atas KYD. Arah pergerakan grafik total GDT selalu diikuti 

dengan grafik KYD, dimana  jika jumlah dana masyarakat yang dihimpun 

meningkat, jumlah kredit yang diberikan juga akan meningkat, demikian juga 

sebaliknya. Keadaan yang sama diperkuat dari hasil analisis korelasi sederhana 

(r) yang didapat nilai 0,997, berarti ada korelasi antara jumlah dana masyarakat 

yang dihimpun Giro, Tabungan dan Deposito dengan jumlah Kredit Yang 

Disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif atau 

sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Dengan demikian diperoleh 
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gambaran bahwa jika semakin tinggi jumlah dana masyarakat yang dihimpun, 

semakin meningkat jumlah kredit yang disalurkan, demikian juga sebaliknya. 

Kemudian, dari hasil perhitungan nilai t hitung nilainya positif dan Hipotesa 

(Ho) ditolak, hal ini menggambarkan bahwa  adanya hubungan secara 

signifikan antara jumlah dana masyarakat yang dihimpun  dengan jumlah 

kredit yang disalurkan. Dengan kata lain jumlah dana masyarakat yang 

dihimpun berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang 

disalurkan. Dari  hasil perhitungan tersebut juga menunjukkan bahwa 

hubungan antara kedua variabel dapat digeneralisasi atau diberlakukan secara 

umum kepada seluruh bank umum lain yang ada. Oleh karena itu, fungsi atau 

peran utama perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan telah berjalan 

dengan baik. 

Tabel 2.1  

Telaah Pustaka 

Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan 

Penelitian Yang Dilakukan Penyusun 

 

No 
Judul 

Penelitian 
Kesimpulan Perbedaan 

1. Muhammad 

Syafii 

Antonio, 

Hilman Fauzi 

Nugraha; 

(2012) 

Peran 

Intermediasi 

Sosial 

Perbankan 

Syariah: 

Inisiasi 

Pelayanan 

Keuangan 

Bagi 

Masyarakat 

Miskin 

(jurnal) 

Dari hasil mengacu pada studi 

literatur mengenai peran 

intermediasi sosial perbankan 

syariah bagi masyarakat miskin, 

maka dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan, yakni: (1) perbankan 

syariah memiliki posisi strategis 

sebagai lembaga keuangan yang 

dapat menyentuh atau melibatkan 

masyarakat miskin ke dalam 

segmentasi pasar institusi 

keuangannya melalui peran 

intermediasi sosial. (2) Dalam 

proses pelaksanaanya, dana 

untuk peran intermediasi sosial 

perbankan syariah dapat 

mempergunakan dana-dana 

sosial yang sesuai dengan 

pandangan Islam, yaitu zakat, 

Fokus penelitian pada 

peran fungsi intermediasi 

bank dapat memberikan 

manfaat yang lebih pada 

masyarakat. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan pada peran 

fungsi intermediasi BMT 
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infaq, shadaqah, wakaf, dan 

Hibah (ZISWAH). 

2. Piter 

Abdullah dan 

Suseno; 

(2003) 

Fungsi 

Intermediasi 

Perbankan Di 

Daerah: 

Pengukuran 

Dan 

Identifikasi 

Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaru

hi (jurnal) 

 

Dalam meningkatkan peran 

perbankan harus tetap 

mengupayakan agar perbankan 

dapat melaksanakan fungsi 

utamanya sebagai lembaga 

intermediasi dengan jalan 

meningkatkan pengerahan dana 

masyarakat di daerah dan 

menyalurkannya kembali dalam 

bentuk kredit. Namun demikian 

harus disadari bahwa penyaluran 

kredit perbankan harus dilakukan 

dengan prinsip kehatihatian. 

Peningkatan penyaluran kredit 

perbankan hanya dapat terjadi 

apabila permintaan kredit yang 

disertai kelayakan usaha di 

daerah cukup tinggi. 

Mengkaji branch banking 

system yang dianut oleh 

perbankan nasional 

menyebabkan 

terhambatnya penyaluran 

kredit  di daerah. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan peran 

fungsi LKS  BMT dalam 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat  secara khusus 

3. Fahrur Ulum; 

(2014) 

Optimalisasi 

intermediasi 

dan 

pembiayaan 

BMT menuju 

pemberdayaa

n ekonomi 

masyarakat 

Pemberdayaan ekonomi 

masyarakat oleh BMT dilakukan 

melalui stepping yang teratur dan 

terarah, sebagai berikut: a) 

interaksi intensif dengan 

masyarakat sekitar, b) 

penanaman kesadaran atau 

kesamaan pikiran, c) 

pembentukan 

kelompokkelompok terkoordinir, 

d) pembinaan intensif, e) 

partisipasi aktif, dan f) pelaku 

aktif dalam keberlanjutan 

pemberdayaan. 

Penelitian ini menjelaskan 

pengoptimalan fungsi 

BMT dalam 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan peran 

fungsi intemediasi BMT 

dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat 

4. Habriyanto, 

(2011) 

Intermediasi 

Perbankan 

Syariah  Pada 

Bank Syariah 

Mandiri 

Cabang  

1)Pertumbuhan dan 

perkembangan pihak ketiga pada 

Bank Syariah Mandiri cabang 

Jambi terus mengalami 

peningkatan, hal ini dipengaruhi 

motif nasabah untuk menabung 

dan kondisi perekonomian 

nasabah  2)Pembiayaan pada 

Bank Syariah Mandiri cabang 

Jambi pada umumnya mengalami 

Fokus penelitian adalah 

peningkatan peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan melalui 

tabungan pada perbankan 

syariah. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan 

peningkatan ekonomi 
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Jambi 

(jurnal) 

peningkatan. seiring dengan 

meningkatnya peluang imvestasi 

dan motif nasabah menjadi mitra 

pihak bank.  3)Tingkat 

intermediasi Bank Syariah 

Mandiri cabang Jambi cukup 

tinggi. 

masyarakat melalui peran 

BMT sebagai lembaga 

intermediasi 

5. Ully Hikmah 

Andini, 

Mochamad 

Saleh 

Soeaidy, 

Ainul Hayat; 

(2015) 

Pemberdayaa

n Ekonomi 

Masyarakat  

Dari Desa 

Tertinggal 

Menuju Desa 

Tidak 

Tertinggal 

(jurnal) 

Pemeritah kecamatan sebagai 

fasilitator antara pemerintah 

kabupaten dan desa. Dan 

pemerintah desa dengan upaya 

meliputi menjadikan masyarakat 

sebagai subjek dan objek 

pembangunan, meningkatkan 

partisipasi masyarakat dan 

melakukan pemberdayaan seperti 

memberikan pelatihan/ 

pendidikan kepada masyarakat, 

mendirikan koperasi simpan 

pinjam serta membangun sarana 

dan prasarana umum yang 

dibutuhkan masyarakat. 

Penelitian bersifat 

kualitatif dan metode 

pengambilan data dengan 

wawancara, analisis 

dokumen dan observasi.  

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan tentang 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 

6. Nurul 

Badriyah; 

(2009) Peran 

Intermediasi 

Perbankan 

Terhadap  

Usaha Mikro 

Kecil Dan 

Menengah 

(jurnal) 

Dalam melaksanakan proses 

intermediasinya, seharusnya 

Bank berhadapan secara 

langsung dengan calon nasabah 

(UMKM). Namun, pada 

kenyataannya terdapat 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

permodalan/pendanaan UMKM 

dalam jumlah yang kecil dengan 

fleksibilitas dan mekanisme yang 

sederhana. 

Faktor yang diteliti adalah 

peran intermediasi bank 

terhadap UMKM. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan fungsi 

intermediasi BMT dalam 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 

7. Selfesina 

Samadara, 

Nonce 

F.Tuati, Heni 

Matelda 

Sauw; (2016) 

Pemberdayaa

n Ekonomi 

Masyarakat  

Dengan model kemitraan 

tersebut diharapkan dapat 

membantu percepatan transfer 

pengetahuan dan teknologi serta 

membangun jaringan kerjasama 

dengan seluruh stakeholder. 

Fokus penelitian adalah 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat berbasis 

kemitraan. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 
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Berbasis 

Kemitraan 

8. Kasiyat; 

Pariang 

Siagian; 

(2012). 

Suatu 

Tinjauan 

Tentang 

Peranan Bank 

Umum 

Sebagai 

Lembaga 

Intermediasi  

Keuangan 

Periode 2007 

Hingga 2011 

(jurnal) 

Keadaan yang sama diperkuat 

dari hasil analisis korelasi 

sederhana (r) yang didapat nilai 

0,997, berarti ada korelasi antara 

jumlah dana masyarakat yang 

dihimpun Giro, Tabungan dan 

Deposito dengan jumlah Kredit 

Yang Disalurkan 

Penelitian ini menganalisa 

korelasi antara tabungan 

yang dihimpun dan kredit 

yang disalurkan. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

memfokuskan sistem 

peran BMT sebagai 

intermediasi dalam 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 

 

Berdasarkan hasil telaah pustaka, peneliti-peneliti tersebut membahas topik 

yang sejenis yakni memfokuskan dalam pengoptimalan fungsi BMT dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih lanjutnnya, topik yang dibahas oleh 

penyusun dalam penelitian ini berbeda dengan para peneliti sebelumnya, yakni 

penyusun lebih berfokus Fungsi Intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perpektif Ekonomi Islam. 

B. Landasan Teori  

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

a. Pengertian Pemberdayaan  

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan. Jika 

dalam bahasa Inggris “empowerment” yang secara harfiah bisa diartikan 

sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan 

keberkuasaan atau power (Hikmat, 2001). Adanya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan 

masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih 

baik menurut Goulet (Suryana, 2006) pada dasarnya meliputi: 

kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh 
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karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang 

disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk mmenuhi kebutuhan 

pokok serta kebutuhan dasar. 

Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan 

tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju 

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan 

sosial. (Muslim, 2009). 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka 

memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 

kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber 

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya memperoleh barang-barang dan jaa-jasa yang mereka 

perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhii mereka (Suharto, 2010). 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui beberapa 

kegiatan, untuk megembangkan keberdayaan suatu kelompok lemah di 

masyarakat supaya mampu mecapai kehidupan yang lebih baik 

b. Pengertian Ekonomi Masyarakat 

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan 

strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk 

masyarakat miskin, baik dikota maupun didesa-desa. (Mubyarto, 1996) 

Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam 

pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya 
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dalam mengelola rumah tangga, yang bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu : produksi, distribusi, 

dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber 

daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan. Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rangkaian 

kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut 

sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara 

alamiah sejalan dengan perembangan masyarakat dibidang sosial, 

ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu 

bahwa yang menghasilkan (produksi) harus menikmati (konsumsi), dan 

sebaliknya yang menikmati harus menghasilkan.(Sumodiningrat, 1998).  

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu kegiatan ekonomi 

yang dilakukan masyarakat dengan secara swadaya mengelola sumber 

daya apapun yang dapat dikuasai, dan ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya dan keluarganya. (Mubyarto, 1996) 

c.  Strategi pemberdayaan ekonomi 

strategi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan 

dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 

memenangkan persaingan demi mencapai suatu tujuan.  

Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan rayat 

dengan cara mengembangkan dan memberdayakan. Upaya 

menggerakkan sumber daya untuk mengembangkan potensi rakyat ini 

akan meningkatkan produktifitas rakyat baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam yang ada disekitar. Pengembangan ekonomi 

rakyat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: 

1) menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. 

2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat untuk 

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. 

3) Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi 

rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. 
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Strategi untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

menurut Gunawan Sumodiningrat, adalah sebagai berikut: 

(Sumodiningrat, 1998) 

1) memberikan peluang atau akses yang lebih besar pada akses 

produksi. Sehingga, mampu meningkatkan produksi, pendapatan, 

dan menciptakan tabungan yang dapat meningkatkan pemupukan 

modal secara berkesinambungan. 

2) Memperkuat potensi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat 

yang dibantu dengan prasarana dan sarana penghubung yang 

mampu memperlancar pemasaran produksi. 

3) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

4) Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan 

industri rakyat yang terkait dengan industri besar. 

5) Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga 

kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang 

berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan 

saling menunjang. 

6) Pemerataan pembangunan antar daerah, karena perekonomian yang 

tersebar diseluruh  penjuru tanah air.  

2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

BMT adalah ringkasan dari Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-

Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga keuangan mikro syariah 

(LKSM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat 

setempat. Kegiatan LKSM BMT adalah mengembangkan usaha-usaha 

ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu 

pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota serta masyarakat di 

lingkungannya. LKSM BMT juga dapat berfungsi sosial dengan 

menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana 

zakat, infaq, dan shadaqah lalu kemudian mendistribusikannya dengan 
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prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya 

(Muttaqien, 2008). 

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan gabungan dari dua 

istilah, yaitu baitul maal dan tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada 

usaha-usaha sosial dalam pengumpulan dan penyaluran dana yang non-

profit, seperti; zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai 

usaha profit dalam pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-

usaha tersebut yang menjadikan BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan 

ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2013). 

Fungsi BMT menurut (Ridwan, 2004, hal. 131), yaitu: 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 

mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota 

muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya. 

b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih 

profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam 

menghadapi persaingan global. 

c. Memobilisasi potensi anggota dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara aghniya 

sebagai shahibul maal dengan dhu’afa sebagai mudharib, terutama 

untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll. 

e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik 

dana (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan 

pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif. 

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau 

Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri 

dari dua karakter, yaitu:  

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan 
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mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonomi.  

b. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak sedekah 

serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya (Ghofur, 2014). 

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip 

syari’ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, 

kemandirian, dan profesionalisme. Sehingga dengan demikian keberdaan 

BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan 

syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. 

Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan 

berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai 

sukses di dunia dan di akhirat. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya 

untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian 

berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan 

pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota 

dan masyarakat, untuk itulah pengelolaannya harus professional. Ciri-ciri 

utama BMT, yaitu:  

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan 

ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.  

b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat memanfaatkan untuk mengefektifkan 

penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.  

c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat 

disekitarnya. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari 

lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari 

luar masyarakat itu (Ridwan, 2004, hal. 132). 

a. Prinsip Operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai 

wahana bagi mayarakat modern untuk membawa mereka kedalam 

pelaksanaan ajaran Islam paling tidak pada dua ajaran: 
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1) Prinsip ta’awun (tolong-menolong) 

Prinsip Taawun yaitu prinsip saling membantu sesama meningkatkan 

taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal 

ini sesuai dengan anjuran dengan anjuran Al-Qur’an surat Al-Maidah  

ayat 2, sebagai berikut: 

وَىَٰ ,,, قْ بِِِّ وَالت َّ ى الْ لَ وا عَ اوَنُ عَ  َ وَانِ  ُ  وَت دْ عُ لْ ثِْْ وَا ى الِْْ لَ وا عَ اوَنُ عَ  َ  ,,, ُ  وَلَّ ت

Artinya: “,,,,Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat 

kebajikan dan taqwa serta janganlah bertolong menolong dalam 

berbuat keji dan permusuhan,,,,,”. (QS.Al-Maidah:2) 

 

2) Prinsip Tijaroh (bisnis) 

Prinsip Tijarah yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang 

dibenarkan oleh Syariah. lembaga Keuangan Syariah harus dikelola 

secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan 

efisien. lembaga ini harus tumbuh berkembang. 

3) Prinsip menghindari Iktinaz (penimbunan uang) 

Prinsip penimbunan uang yaitu menahan uang supaya tidak perputar, 

sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal 

ini jelas terlarang, karena dapat menimbulkan berhentinya 

perekonomian. 

4) Prinsip pelarangan riba 

Prinsip pelarangan riba yakni menghindari setiap transaksi ekonomi 

dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui 

mekanisme kerjasama (mudharabah) dan jual beli (al-buyu’) hal ini 

ditegaskan oleh Allah S.W.T dalam Al-Qur’an: 

هُ  بَّطُ خَ تَ  َ ي ي ومُ الَّذِ قُ ا يَ  مَ لَّّ كَ ونَ إِ ومُ قُ ا لَّ يَ  ونَ الرِّبَ لُ كُ أْ ينَ يَ الَّذِ
ا ۗ    لُ  الرِّبَ ثْ عُ  مِ يْ  َ ب لْ اَ ا نََّّ وا إِ الُ مْ  قَ ن َّهُ أَ كَ  بِ لِ ۗ   ذََٰ مَسِّ  نَ الْ انُ مِ طَ يْ الشَّ

ا رَّمَ  الرِّبَ عَ  وَحَ يْ بَ  لْ لَّ  اللَّهُ  ا حَ  وَأَ
Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang memakan riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

terkena/kemasukan syetan. Yang demikian itu disebabkan 

mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. 
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Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” (QS.Al-Baqarah:27) 

 

5) Prinsip pembayaran zakat 

Disaming sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan 

fungsi sebagai lembaga amil mengelola zakat, baik yang bersumber 

dari dalam maupun dari luar. 

b. Sistem pengelolaan BMT 

Pengelolaan di BMT merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan 

dana dari berbagai sumber, baik dari anggota, calon nasabah maupun 

dari pihak lain. Pengumpulan dana oleh BMT diperoleh melalui 

simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT 

untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. 

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, 

aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syariah, yakni berupa 

bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus 

dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuidtas dapat 

terjamin dan tidak banyak dana menganggur. 

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen 

BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan 

menurut (Ridwan, 2004, hal. 164), yakni; aman, lancar dang 

menguntungkan: 

1) Aman  

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat 

ditarik kembali sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk 

menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan 

pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha 

untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarag 

memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus 

betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan. 
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2) Lancar 

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan 

lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, 

maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT 

hanya membidik segmen pasar yang putarannya harian atau 

mingguan. 

3) Menguntungkan 

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk 

memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan 

pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, 

kemungkinan besr gagal dapat diminimalisasi. Kepastian 

pendapatan akan memberi pengarus yang besar untuk BMT. Karena 

para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. 

Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi 

hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya.  

Prinsip simpanan di BMT dilakukan atas dasar: 

(1) Prinsip Wadi’ah 

Wadi’ah adalah  penitipan dana atau barang dari pemilik 

dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan 

kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan 

dana atau barang titipan sewaktu-waktu (Rizky, 2007). 

للَّهَ  رَبَّهُ   ِِ  ا تَّ يَ  هُ  وَلْ تَ  َ ن ا مَ ي اؤْتُُِنَ  أَ ؤَدِّ  الَّذِ  ُ ي لْ ا فَ  ضً عْ  َ مْ  ب كُ ضُ عْ  َ نَ  ب مِ نْ  أَ إِ  فَ
Artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan 

amanatnya dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah 

Tuhannya.”(Q.S. al-Baqarah:283) 

 

(2) Prinsip Mudharabah 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib 

bahwa Rasulullah saw bersabda: 

 ، أَنَّ  النَّبَِّ  صََلَّى اللهُ  عَلَيْهِ  وَآلِهِ  وَسَلَّمَ  قاَلَ : ثَلََث   فِيْهِنَّ  الْبَ ركََةُ : الَْبَ يْعُ  إِلَ  أَجَل 
عِيِْ  للِْبَ يْتِ  لَّ  للِْبَ يْعِ  )رواه ابن ماجه عن صَهيب  وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ  الْبُ رِّ  باِلشَّ
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Artinya: “Nabi Bersabda: ada tiga golongan yang 

memperoleh berkah yaitu jual beli secara bertangguh, 

muqaradhah dan mencampurkan gandum basah dengan 

gandum kering untuk kegunaan rumah bukannnya untuk 

dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

 

Mudharabah disebut juga qirad atau muqaradah (Iska, 2012). 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau 

deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 

sebagai mudharib (pengelola). Dana akan dikelola oleh bank untuk 

kepentingan pembiayaan usaha. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan 

berdasarkan nisbah yang disepakati. 

c. Penyaluran dana BMT 

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan pada BMT terdiri dari tiga katagori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

 Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan 

bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang 

yang dijual. Diantara ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan hukum 

bagi jual beli ialah: 

ا رَّمَ  الرِّبَ عَ  وَحَ يْ بَ  لْ لَّ  اللَّهُ  ا حَ  وَأَ
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” (Q.S. al-Baqarah [2]:275) 

 

 Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk 

pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai 

berikut: 

a) Pembiayaan Murabahah 

Murabahah  (al bai’ bi tsaman ajil) lebih dikenal dengan 

murabahah saja. Murabahah, yang berasal dari kata ribhu 

(keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank 

menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai 
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penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah 

harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). 

b) Pembiayaan Salam 

 Salam adalah transaksi jual beli di mana barang  yang 

diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan 

secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank 

bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. 

Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi 

ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang 

harus ditentukan secara pasti. 

 Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut: 

(1) Pembelian hasil produk harus diketahui spesifikasinya 

secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan 

jumlahnya. 

(2) Apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai 

dengan akad, maka nasabah (produsen) harus 

bertanggungjawab dengan cara mengembalikan dana yang 

telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai 

dengan pesanan. 

(3) Mengingat bank  tidak menjadikan barang yang dibeli atau 

dipesannya sebagai persedian, maka dimungkinkan bagi 

bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga 

(pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk 

atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut salam paralel. 

c) Pembiayaan Istishna’ 

 Produk istishna’ menyerupai produk salam, namun dalam 

istishna’ pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam 

beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna’ dalam bank 

syari’ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur 

dan kontruksi. Ketentuan umum pembiayaan istishna’ adalah: 
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Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, 

ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yag telah disepakati 

dicantumkan dalam akad istishna’ dan tidak boleh berubah 

selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria 

pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad 

ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung 

nasabah. 

2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

Prinsip lain dari sistem ekonomi Islam ialah harus adanya 

keadilan dan keseimbangan (Iska, 2012, hal. 112). Tuntutan agar 

menjalankan keadilan itu terdapat sebagaimana firman Allah: 

ىَٰ   لَ وْ  عَ لَّهِ  وَ لَ اءَ  لِ دَ هَ سْطِ  شُ قِ الْ يَْ  بِ وَّامِ وا قَ  ونُ وا كُ نُ ينَ  آمَ ا الَّذِ ي ُّهَ ا أَ يَ
  ُ يَْ   رَبِ نِ  وَالَْْقْ  يْ دَ لِ وَا لْ وِ  ا مْ  أَ كُ سِ فُ نْ   أَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 

orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi 

saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu.....” (Q.S.an-Nisa’ :135) 

 

 Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip 

bagi hasil adalah: 

a) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah dilandasi adanya keinginan para 

pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang 

mereka miliki secara bersama-sama. Semua usaha yang 

melibatkan dua belah pihak atau lebih di mana mereka secara 

bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud. 

   Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah : 

(1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek 

musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik 

modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan 

usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. 
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(2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka 

waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi 

sesuai porsi kontribusi modal. 

(3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. 

Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana 

tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk 

bank. 

b) Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih 

pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan 

kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari 

shahibul maal dan keahlian dari mudharib. 

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah 

terletak pada besarnya kontribusi  atas manajemen dan 

keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah 

modal berasal dari satu pihak, seadngkan musyarakah modal 

berasal dari dua pihak atau lebih. 

 Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai 

berikut: 

(1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku 

pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa 

uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan 

uang. Apabila modal diserahkan bertahap, harus jelas 

tahapannya dan disepakati bersama. 

(2) Hasil dari pengelolaan modal dapat diperhitungkan dengan 

dua cara, yaitu: perhitungan dari pendapatan proyek 

(revenue sharing), dan perhitungan dari keuntungan 

proyek (profit sharing). 
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(3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, 

pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku 

pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali 

akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah. 

(4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 

namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan 

nasabah (Karim, 2003, hal. 90). 

3. Definisi Intermediasi  

Lembaga perantara keuangan (lembaga intermediasi) adalah badan 

usaha yang kekayaannya terutama berbentuk likuid dan kewajiban-

kewajibannya terutama dari simpanan masyarakat serta instrumen-

instrumen utang yang diterbitkannya. Fungsi pokok lembaga ini adalah 

bertindak sebagai perantara antara unit surplus dengan unit defisit. 

Sedangkan menurut bentuk dan jenisnya, lembaga ini dapat digolongkan 

dalam berbagai badan usaha, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

reksa dana, program dana pensiun atau perusahaan pembiayaan (misalnya, 

sewa guna, modal ventura, anjak piutang). 

Makhalul Ilmi membedakan antara bayt al mal dan bayt tamwil. Bayt al 

mal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan 

utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, 

infaq dan seadaqah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan al-Quran dan 

Sunnah. Sedangkan bayt tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan 

(simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip sharî‘ah melalui 

mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Makhalul, 2002). 

Beberapa pemikir dan pemerhati BMT seperti Huda dan Heykal juga 

berpendapat bahwa fungsi BMT adalah: (Huda & Heykal, 2010) 

1. Menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat,  

2. Pencipta dan pemberi liquiditas,  

3. Sumber pendapatan,  
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4. Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan 

peluang lembaga tersebut,  

5. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan usaha kecil, 

mikro, dan menengah,  

6. Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi, mendorong dan 

mengembangkan potensi ekonomi anggota, dan 

7. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan potensi kesejahteraan anggota. 

Fungsi intermediasi BMT dijelaskan lebih kongkret oleh Huda dan 

Heykal bahwa peran BMT adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak,  

2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari’ah, 

3. Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum dhu‘afa’ (miskin), 

dan Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 

barakah, ahsan ‘amala, dan salam melalui spiritual communication 

dengan dhikr qalbiyah ilahyah (Huda & Heykal, 2010) 

Intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau 

penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dananya 

dalam berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana 

dalam bentuk kredit. Bank sebagai lembaga intermediasi perlu dijalankan 

agar bank dikategorikan sebagai bank yang sehat oleh karena terjadi 

keseimbangan antara dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk 

Giro, Tabungan, Deposito dan Sertifikat Deposito atau yang disebut Dana 

Pihak Ketiga (DPK) dengan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman 

Kredit (Dunil, 2004). 

Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, tujuan BMT antara lain: 

(Inkubasi, 2009) 

a) Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,  

b) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dari rentenir, jerat 

kemiskinan dan ekonomi ribawi.  
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c) Mewujudkan gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam 

kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan 

perekonomian yang makmur dan maju, serta  

d) Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani 

yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan 

sharî‘ah dan ridha Allah. 

4. Perspektif Ekonomi Islam 

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam 

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor 

produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan 

masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan 

penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan 

keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik aspek 

masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000). 

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah 

masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara 

ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau 

dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, ada 2 (dua) kriteria dasar 

dalam persoalan kemiskinan. Pertama adalah kemiskinan secara 

ekonomi.Dalam hal ini, kemiskinan dapat dilihat dengan indikator 

minimnya pendapatan masyarakat (kekurangan modal), rendahnya 

tingkat pendidikan, kekurangan gizi, dan sebagainya, yang berpengaruh 

besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kedua, kemiskinan 

yang dipengaruhi pola tingkah laku dan sikap mental 

masyarakat,berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah 

(menerima apa adanya) sebelum berusaha,merasa kurang berharga, 

perilaku hidup boros, malas. (uhamka, 2016). Alquran telah menyinggung 

dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 : 
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مْ  فِ    هُ  َ ت يشَ عِ مْ  مَ هُ نَ   ْ ي  َ ا ب نَ مْ سَ ۗ   نََْنُ  قَ ونَ  رَحَْْتَ  رَبِّكَ   مُ سِ قْ مْ  يَ  هُ أَ
مْ   هُ ضُ ذَ  ب َ عْ تَّخِ يَ ات   لِ رَجَ عْض   دَ وْقَ  بَ  مْ  فَ  هُ ضَ عْ ا بَ  نَ عْ ۗ   وَرَفَ  ا  يَ  ْ ن اةِ  الدُّ الْحَيَ

ونَ  عُ مَ ر   مَِِّا يََْ يْ  ريًِّا ۗ   وَرَحَْْتُ  رَبِّكَ  خَ خْ ا سُ ضً عْ  بَ 
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” ( Q.S Az-Zukhruf; 32) 

 

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus 

“pengingat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling 

membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti 

inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan 

empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Di dalam al-Qur’an 

surat Al- Hasyr ayat 7 telah disebutkan:  

رْبََٰ   قُ لْ ا ي  ذِ ولِ  وَ لِ لرَّسُ لَّهِ  وَلِ لِ رَىَٰ  فَ قُ لِ  الْ هْ نْ  أَ هِ  مِ ولِ ىَٰ  رَسُ لَ اءَ  اللَّهُ  عَ فَ ا أَ مَ
اءِ   يَ نِ يَْْ  الَْْغْ ةً  بَ  ولَ ونَ  دُ كُ يْ  لَّ  يَ يلِ  كَ بِ نِ  السَّ يِْ  وَابْ اكِ سَ مَ ىَٰ  وَالْ امَ تَ يَ لْ وَا

   ۗ وا  هُ تَ   ْ ن ا هُ  فَ نْ مْ  عَ اكُ هَ ا نَ  وهُ  وَمَ ذُ خُ ولُ  فَ مُ  الرَّسُ اكُ ا آتَ ۗ   وَمَ مْ   كُ نْ مِ
ابِ  قَ عِ لْ يدُ  ا دِ نَّ  اللَّهَ  شَ وا اللَّهَ  ۗ   إِ ت َّقُ  وَا

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

amat keras hukumannya” (Q.S Al-Haysr: 7) 

 

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan 

atas lima nilai universal, yakni; tauhid, keadilan, khalifah, dan Ma'ad. 

Berikut ini rinciannya: (Karim, 2012) 
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1. Tauhid 

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia 

bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan 

ekonomi ini membantu manusia menyembah Tuhannya, tiada sesuatu 

pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, 

bumi dan isinya, selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta 

alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya. Allah berfirman 

dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4: 

 قُلْ  هُوَ  اللَّهُ  أَحَد   ﴿١﴾ اللَّهُ  الصَّمَدُ  ﴿٢﴾ لَْ  يلَِدْ  ولََْ  يوُلَدْ  ﴿٣﴾ ولََْ  يَكُن لَّهُ  كُفُوًا أَحَد   ﴿٤﴾
Artinya: “(1) Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa (2) Allah 

adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, (3) Dia 

tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) Dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia” (Q.S Al-Ikhlas 1-4) 

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah tempat kita memohon dan 

meminta, bahwa tiada tempat kita beribadah dan menyembah selain 

kepadaNya. Dengan demikian, dalam segala hal kita hanya 

mengharapkan keridhoannya. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada 

tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan 

diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu 

segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber 

daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan 

dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan 

segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. 

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, kita perlu untuk 

mentauhidkan Allah, sebagai landasan kita menjalankan ekonomi yang 

baik. Dengan berprinsip pada syariah Islam, sehingga menjadikan Allah 

tempat bergantung serta meminta akan membuat para pelaku ekonomi 

akan berperilaku jujur, adil dan bertanggungjawab dalam 

melangsungkan kegiatan ekonominya. 
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2. Keadilan  

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satunya adalah 

adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak 

dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku 

ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal 

itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia 

akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Dalam 

beraktivitas di dunia kerja Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak 

terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Allah berfirman dalam QS. 

Al- Maidah ayat 8 yaitu: 

طِ  سْ قِ الْ ءَ بِ ا دَ هَ لَّهِ شُ يَْ لِ وَّامِ وا قَ  ونُ وا كُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ ي ُّهَ ا أَ  يَ
 
مْ  وَلَّ  ۗ نَّكُ  يََْرمَِ

آنُ  نَ وْم   شَ ىَٰ  قَ  لَ لَّّ  عَ لُ  أَ دِ عْ  َ وا ۗ  وا ت لُ دِ عْ وَ  ا رَبُ  هُ قْ  وَىَٰ  أَ قْ لت َّ   لِ
 
وا ۗ ت َّقُ للَّهَ  وَا  ا

نَّ  ۗ   للَّهَ  إِ ي   ا بِ اَ خَ ونَ  بِِ لُ مَ عْ  َ  ت
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan” (Q.S.Al-Maidah ayat 8). 

 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, untuk menjadi seseorang 

sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT bukan karena manusia, 

dan menjadi saksi dengan adil, bukan secara curang. 

3. Khalifah (pemimpin) 

Manusia diciptakan Allah SWT adalah sebagai khalifah 

(pemimpin) di muka bumi ini, oleh sebab itu manusia tidak terlepas 

dari perannya sebagai pemimpin. Kepemimpinan diartikan sebagai 

kemampuan sesorang sehingga ia memperoleh rasa hormat, 

pengakuan, kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan untuk memimpin 

kelompoknya dalam kehidupan bersama menuju cita-cita. Pemimpin 

adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, 

khususnya kecakapan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu 
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mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. 

Kepemimpinan dalam Islam adalah sikap-sikap seseorang pemimpin 

yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan sesuai dengan Al-

Qur’an. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur 

sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi pemimpin. 

Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 30 yaitu: 

ةً  يفَ لِ ل  فِ الَْْرْضِ خَ اعِ نِِّّ جَ ةِ إِ كَ ئِ لََ مَ لْ الَ رَبُّكَ لِ ذْ قَ  وَإِ
 
وا ۗ الُ لُ  قَ تََْعَ ا أَ يهَ  فِ

نْ  دُ  مَ سِ فْ ا يُ  يهَ كُ  فِ فِ سْ اءَ  وَيَ مَ بِّحُ  وَنََْنُ  الدِّ سَ كَ  نُ دِ ُُ وَ  بَِِمْ دِّ قَ كَ  نُ    لَ
 
الَ  ۗ  قَ

نِِّّ  مُ  إِ لَ عْ ا أَ ونَ  لَّ  مَ مُ لَ عْ  َ  ت
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui" (Q.S Al-Baqarah ayat 30). 

 

Yang dimaksud dengan kekhalifahan di bumi adalah kedudukan 

seseorang sebagai khalifah atau wakil Allah SWT di bumi ini, untuk 

melaksanakan perintah-perintahNya dan memakmurkan bumi serta 

memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Pengertian ini dapat 

dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam QS. Shaad: 26 

ِِّ وَلَّ  الْحَ ُِ بِ يَْْ النَّا  َ مْ ب كُ احْ ةً فِ الَْْرْضِ فَ يفَ لِ اكَ خَ نَ لْ عَ نَّا جَ اوُودُ إِ ا دَ  يَ
يلِ اللَّهِ  بِ نْ سَ لَّكَ عَ ضِ يُ  َ وََىَٰ ف عِ الْْ تَّبِ  َ نَّ  ۗ  ت ينَ  إِ لَّذِ لُّونَ يَ  ا نْ  ضِ يلِ  عَ بِ  اللَّهِ  سَ

مُْ  اب   لَْ ذَ يد   عَ دِ اَ شَ وا بِِ سُ وْمَ  نَ ابِ  يَ   الْحِسَ
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan” (Q.S As-Shaad ayat 26) 
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Kepemimpinan dalam perspektif Islam secara sederhana harus 

dijalankan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menyampaikan agar 

orang lain di lingkungan masing-masing menjadi manusia beriman. 

Tugas dan kewajiban pemimpin-pemimpin memang tidak mudah. 

Membutuhkan berbagai macam unsur yang mendukung terwujudnya 

kepemimpinan yang efektif serta mempunyai nilai mulia di sisi Allah 

SWT.  

4. Maad (hasil) 

Ma’ad sering kali dijelaskan sebagai kebangkitan, tetapi secara 

harfiah maad berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada 

Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut 

hingga alam setelah dunia  (akhirat). Pandangan dunia yang khas dari 

seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: 

dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wahana bagi manusia 

untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, 

akhirat lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita untuk 

terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan 

akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Allah menegaskan bahwa 

manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan 

mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Allah 

berfirman dalam QS. Al- Balad ayat 4 yaitu,  

د   بَ انَ فِ كَ سَ نْ ا الِْْ نَ قْ لَ دْ خَ قَ  لَ
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 

susah payah” (Q.S Al-Balad ayat 4) 

     Manusia diciptakan Allah untuk berjuang, menghadapi kesulitan. 

Agar mendapat ganjaran dari Allah SWT. Dalam melaksanakan 

kegiatan ekonomi perlu bagi umat Islam terutama keuangan yang 

berprinsip pada syariah mendapatkan hasil dari usahanya sesuai pada 

kaidah-kaidah Islam atau ekonomi Islam sehingga hasil itu dibenarkan 

dan dihalalkan dalam Islam 
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BAB   III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan. Hal ini disebabkan karena 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu peran 

fungsi intermediasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada KSU 

SYARIAH BMT Mitra Reksa Bakti. Dengan demikian penelitian ini akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data berasal 

dari observasi, naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, 

catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT Mitra Reksa Bakti yang terletak di Jalan 

Pakem Turi, Km. 4, Jamblangan, Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

C. Objek Penelitian 

Obyek penelitian adalah kumpulan dari sasaran penelitian yang akan diteliti. 

Obyek dari penelitian adalah Pemberdayaa Masyarakat Melalui Fungsi 

Intermediasi di BMT Mitra Reksa Bakti Perpektif Ekonomi Islam. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2005). Populasi ialah semua nilai  baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kuantitatif maupun  kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman, 2006).   

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005). Menurut 

Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil dari pupulasi yang 

diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan 

kelompok subjek yang didasarkan atas karakteristik yang disesuaikan dengan 

maksud penelitian. Peneliti sengaja memilih subyek yang dapat memberikan 
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keyakinan sampel yang representatif terhadap permasalahan dalam penelitian, 

sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Kecamatan Turi yang berprofesi sebagai pengusaha kecil dan mendapatkan 

pembiayaan di BMT Mitra Reksa Bakti.  

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manajer BMT Mitra Reksa Bakti  

2) Pengelola BMT Mitra Reksa Bakti 3 orang 

3) Anggota aktif BMT Mitra Reksa Bakti yang melakukan pembiayaan serta  

memiliki usaha yang sudah berjalan selama 3 tahun, 3 orang. 

E. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Menurut Silalahi (2009:118) definisi konseptual diartikan sebagai definisi 

yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain atau 

mendefinisikan suatu konstruk dengan menggunakan konstrukkonstruk 

lainnya. 

1. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran 

kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian 

secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (Koch, W, 

Donald, & S.Scot, 2000) 

2. BMT adalah lembaga ekonomi syariah, yang mendasarkan prinsip-prinsip 

kegiatannya kepada prinsip-prinsip syariah. 

3. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan. Jika dalam 

bahasa Inggris “empowerment” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai 

“pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan keberkuasaan 

atau power (Hikmat, 2001).  

4. Perpektif ekonomi Islam adalah konsep islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits. 

 Sedangkan definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan 

seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang 

harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan 

empiris. Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya 
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kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan ini, maka 

perlu diberikan penjelasan sebagai berikut : 

1. Fungsi intermediasi adalah salah satu fungsi yang dijalankan Lembaga 

Keuangan yang berperan sebagai perantara antara penghimpun dana dan 

menyalurkan dana.  

2. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) merupakan koperasi Syariah Non Bank 

yang memiliki sistem operasional sesuai syariah. 

3. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di 

mana masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri 

sendiri. 

4. Perspektif ekonomi islam adalah konsep yang bersumber dari Al-Qur’an 

dan Hadits, yang wajib diterapkan disetiap kegiatan sehari-hari sebagai 

umat muslim khuhsnya dalam bidang ekonomi.  

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:76) instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

secara spesifik. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait 

dengan fungsi intermediasi dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

BMT Mitra Reksa Bakti. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi melalui narasumber secara langsung. Dengan 

melakukan wawancara secara langsung, peneliti akan mendapatkan data 

yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan 

dalam kegiatan wawancara yang akan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis data dan informasi yang diperoleh. Bentuk wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.  

Wawancara  terstruktur  dilakukan  agar  beberapa  pertanyaan yang 

akan  diajukan  teratur  dan  tidak  melebar  ke  pertanyaan  yang  tidak 

diperlukan,  sedangkan  wawancara  tidak  terstruktur  hanya  sebagai 
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pelengkap,  karena  dimungkinkanya  ada  pertanyaan  yang  perlu 

dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu 

(Saebani, 2008). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak 

terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan. Dengan 

melakukan wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat mengembangkan 

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dan agar data yang diperoleh 

dapat lebih detil, rinci dan mendalam.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi  merupakan  metode  pengumpulan  data  melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah. (Saebani, 2008)  

3. Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang 

dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa 

informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), 

pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, 

perasaan. 

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap 

fenomen-fenomena yang sedang diselidiki. Metode ini melalukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di BMT Mitra 

Reksa Bakti.  

G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan untuk data kualitatif adalah dengan 

menggunakan  teknik  analisis  deskriptif induktif.  Menurut  Suriasumantri 

(2005:48) metode induktif adalah cara berfikir ditarik suatu kesimpulan 

yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran 

secara  induktif  dimulai  dengan  mengemukakan  pernyataan-pernyataan 
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yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun 

argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen 
 

(dalam Sugiono 2012) meliputi 3 (tahap) yaitu : 
 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Langkah analisis yang dilakukan pada tahap reduksi data yaitu 

dengan meringkaskan data hasil penelitian. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal- hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan dan menyusun 

data hasil reduksi dalam pola hubungan yang relevan. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan 

sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)  

Tahap    penarikan    kesimpulan    dilakukan    dengan    membuat 

kesimpulan dari hasil data penelitian namun masih diperlukan 

pemverifikasian karena penarikan kesimpulan awal masih bersifat 

sementara. Apabila kesimpulan awal telah didukung oleh bukti yang valid 

dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

 



 
 

44 
 

BAB   IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BMT Mitra Reksa Bakti  

1. Latar Belakang Berdirinya BMT Mitra Reksa Bakti 

BMT Mitra Reksa Bakti adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah 

non Bank yang didirikan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 

Universitas Islam Indonesia (UII), dimana pada bulan Juli 1995 LPM UII 

mengadakan pelatihan tentang Lembaga Keuangan Syariah bagi calon BMT 

se-Sleman selama tiga bulan. Setelah dirasa cukup untuk mengelola BMT, 

maka pada tanggal 15 Desember 1995 diresmikan berdirinya BMT-BMT di 

wilayah Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Ngaglik, dan Ngemplak. BMT-

BMT ini diresmikan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia yang waktu 

itu dijabat oleh Bapak Prof. H. Zaini Dahlan, MA di Kampus Terpadu 

Universitas Islam Indonesia. 

Setelah diresmikan maka BMT-BMT tersebut diharapkan segera dapat 

beroperasi. BMT Mitra Reksa Bakti beroperasi pada tanggal 15 Desember 

1995, dengan modal awal Rp 600.000; dimana modal awal tersebut 

merupakan hibah dari UII. Dengan modal yang sangat kecil bagi sebuah 

lembaga keuangan syari’ah, BMT Mitra Reksa Bakti memberanikan diri 

membuka kantor di Jl. Pakem-Turi KM 04 Jamblangan Purwobinangun 

Pakem Sleman. Pada awal berdiri perkembangan modal dan simpanan 

maupun pembiayaan agak lambat. Namun setelah diadakan sosialisasi 

tentang BMT  lewat jama’ah-jama’ah pengajian, TKA-TPA dan juga lewat 

selebaran maka makin lama perkembangan BMT semakin 

menggembirakan. 
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        Tabel 4.1 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Keuangan BMT Mitra Reksa Bakti per Desember 2017 

Aset 4.383.198.100 

Pembiayaan yang diberikan 2.487.103.300 

Simpanan Lancar/Tabungan 3.543.084.800 

Pembiayaan yang diterima 170.445.800 

Kewajiban  

b. ZIS diterima 

c. Lainnya 

 

6.241.750 

974.300 

Modal 273.951.450 

SHU  44.435.250 

Sumber:BMT Mitra Reksa Bakti (2017) 

2.  Visi dan Misi BMT Mitra Reksa Bakti 

        Menjadi Lembaga Keuangan yang aman, profesional dan 

menguntungkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam 

dalam membangun umat menuju masyarakat utama yang adil, makmur dan 

sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan mengembangkan misi 

BMT Mitra Reksa Bakti yaitu: 

a. Memberikan pelayanan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip 

syariah Islam. 

b. Melakukan kegiatan bisnis dan usaha sektor ril untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan masyarakat. 

c. Menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah untuk 

kegiatan pemberdayaan umat. 

d. Melakukan pembinaan ruhiyah bagi anggota dan masyarakat. 

3.  Struktur Kepengurusan BMT Mitra Reksa Bakti 

Pengurus adalah orang-orang yang mengurus atau  sekelompok orang 

yang mengurus dan meminpin suatu perkumpulan. Setiap kelompok pasti 

memiliki pemimpin serta pengurus atau penggerak agar kegiatan yang 

dilakukan dapat terkendali dengan baik. Begitu juga dalam BMT, pengurus 

sangatlah berperan penting dalam menjalankan operasionalnya, karena 

BMT memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara anggota 

yang menabung untuk menyalurkan dananya kepada anggota yang 
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membutuhkan. Berikut adalah susunan kepengurusan dalam BMT Mitra 

Reksa Bakti: 

a. Susunan Pengurus 

Ketua    : R. Agung Nugraha, S. Ag, MA 

Sekretaris    : Dra. Hj. Juni Setiya. S  

Bendahara    : H. Sudarto, S. Pd 

b. Susunan Pengawas  

Pengawas manajemen  : Drs. H. Suharto 

Pengawas Syariah  : Drs. H. Wardjana  

c. Susunan Pengelola 

Manajer    : H. Rajendra  

Marketing    : Pranawa 

         Kelana Sumantri  

Pembukuan    : Tri Retno Q, S.E 

Teller    : Herning Setyati, S. Ag 

Struktur Organisasi BMT Mitra Reksa Bakti

 

Sumber : BMT Mitra Reksa Bakti (2017) 

Gambar 4.1 struktur organisasi BMT Mitra Reksa Bakti (2017) 

 

 

 

 

 

Dewan Pertimbangan Syariah 
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Struktur Organisasi Pengelola BMT Mitra Reksa Bakti 

 

Sumber : BMT Mitra Reksa Bakti (2017) 

Gambar 4.2 struktur organisasi pengelola BMT Mitra Reksa Bakti (2017) 

 

4. Sistem Pengelolaan BMT Mitra Reksa Bakti 

      Adanya Lembaga Keuangan Syariah non Bank seperti BMT mempunya 

tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan modal para 

pengusaha kecil agar bisa membangun suatu usaha yang produktif. Dengan 

terpenuhinya modal serta berjalannya usaha masyarakat secara baik 

merupakan suatu keberhasilan dari peran BMT dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan ini harus dikelola 

dengan baik oleh BMT, pada dasarnya BMT Mitra Reksa Bakti 

melaksanakan dua macam kegiatan dalam operasionalnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran 

dana. Sistem kerja BMT Mitra Reksa Bakti dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penghimpunan Dana  

     Penghimpunan dana merupakan suatu usaha BMT dalam 

mengumpulkan harta dari berbagai sumber. Penghimpunan dana 

tersebut menjadi suatu simpanan, dimana anggota BMT sudah 

mengamanahkan hartanya pada BMT untuk disalurkan kepada anggota 

lain khususnya dalam sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. 

Prinsip simpanan di BMT dilakukan atas dasar: 

1) Wadi’ah adalah  penitipan harta dari pihak pemilik harta pada 

penyimpan harta dengan kewajiban pihak penerima titipan harta 

Manajer 

 

Teller 

Marketing 

ZIS 

Pembukuan 
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tersebut mampu mengembalikan harta titipan sewaktu-waktu. 

(Rizky, 2007: 89). 

2) Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau 

deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 

sebagai mudharib (pengelola). Dana akan dikelola oleh bank untuk 

kepentingan pembiayaan usaha. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan 

berdasarkan nisbah yang disepakati. 

b. Penyaluran Dana  

      Penyaluran dana merupakan salah satu fungsi BMT yaitu dana yang 

sudah dihimpun akan disalurkan ke anggota lain supaya dapat 

digunakan para masyarakat yang membutuhkan harta atau modal dalam 

sektor produktif ataupun konsumtif dengan sistem pembiayaan. 

Beberapa produk pembiayaan yang ada di BMT Mitra Reksa Bakti 

adalah sebagai berikut : 

1) Jual beli (murabahah) 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan  harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual 

dan pembeli. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus 

memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. 

2) Penanaman modal (mudharabah) 

Mudharabah merupakan akad bagi hasil yaitu bentuk kerjasama 

antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik 

modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh 

pihak kedua (mudharib), dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Mitra Reksa Bakti: 

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota Mengisi formulir 

pembiayaan 

2. Melengkapi syarat yang tercantum dalam formulir pembiayaan 

3. Bersedia di survey 
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B. Fungsi Intermediasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Perpektif 

Ekonomi Islam 

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) memiliki dua peran yaitu “bayt al mal dan 

bayt tamwil”.  Makhalul Ilmi membedakan antara bayt al mal dan bayt tamwil. 

Bayt al mal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang 

kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa 

zakat, infaq dan shaadaqah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan al-Quran dan 

Sunnah. Sedangkan bayt tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) 

maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip sharî‘ah melalui mekanisme yang 

lazim dalam dunia perbankan (Makhalul, 2002). 

Beberapa pemikir dan pemerhati BMT seperti Huda dan Heykal juga 

berpendapat bahwa fungsi BMT adalah: (Huda & Heykal, 2010, hal. 363-364) 

1. Menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat,  

2. Pencipta dan pemberi liquiditas,  

3. Sumber pendapatan,  

4. Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan 

peluang lembaga tersebut,  

5. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan usaha kecil, 

mikro, dan menengah,  

6. Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi, mendorong dan 

mengembangkan potensi ekonomi anggota, dan 

7. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan potensi kesejahteraan anggota. 

Fungsi intermediasi BMT dijelaskan lebih kongkret oleh Huda dan Heykal 

bahwa peran BMT adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak,  

2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari’ah, 

3. Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum dhu‘afa’ (miskin)., dan 

Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 
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barakah, ahsan ‘amala, dan salam melalui spiritual communication dengan 

dhikr qalbiyah ilahyah (Huda & Heykal, 2010).  

 

Fungsi Intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat 

 

Sumber: BMT Mitra Reksa Bakti (2017) 

Gambar 4.3 Fungsi Intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat (2017) 

 

Dengan demikian fungsi intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti sebagai 

perantara sangat strategis dalam rangka menunjang pemberdayaan ekonomi 

masyarakat Kecamatan Turi, sosial maupun religius. Sedangkan pembiayaan 

memiliki urgensitas dalam aktivitas BMT terutama sebagai alat untuk 

membantu kelancaran usaha anggota sehingga diharapkan lebih berdaya. 

Selain itu pembiayaan akan menghasilkan keuntungan bagi BMT itu sendiri 

dan secara otomatis akan menunjang upaya pemerintah untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu semakin besar jumlah pembiayaan 

serta semakin cepat perputaran uang untuk pembiayaan maka semakin baik 

akses yang ditimbulkannya.  

Dalam konteks nilai keIslaman, fungsi intermediasi BMT Mitra Reksa 

Bakti juga menciptakan toleransi antara berbagai pihak dan lapisan 

BMT 
Penghimpunan dana Penyaluran dana  

Produk 

1. Jual beli (murabahah) 

2. Penanaman modal 

(mudharabah) 

Pemberdayaan 

Ekonomi 
Masyarakat 

Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Ada peluang meningatkan produksi 

2. Adanya sarana dan prasarana pemasaran 

3. Meningkatkan kualitas SDM 

4. Kebijakan pengembangan industri 

5. Kebijakan ketenagakerjaan 

6. Pemerataan pembangunan 

Anggota BMT yang 

mendapat pembiayaan 

Keuntungan  

Bagi 

hasil 

Wad’iah/j.pendek 

Mudharabah/j.panjang 
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masyarakat. Fungsi intermediasi ini juga untuk memudahkan pihak-pihak yang 

saling berkepentingan. Dalam hal ini Rasulullah pernah  menyampaikan dalam 

hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurayrah sebagai berikut:  

مَنْ نَ فّسَ عَنْ مُومِنِ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدّنْ يَا نَ فّسَ  اللهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَمِ القِيامةِ 
 فى الدّنْ يَا وَالآخِرةِ وَ مَن سَتَ رَ مُسْلِماً سَتَ راَللهُ ومَن يَسّرَعلى مُعْسِر  يَسّراَللهُ عَلَيْهِ فى الدّنيَا 

 والآخِرةِ 
Artinya: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang 

mukmin, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada 

hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, 

pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat”. 

 

Pembahasan tentang Fungsi Intermediasi yang dilakukan BMT Mitra Reksa 

Bakti memiliki tujuan dalam Pemberdayaan Masyarakat, dengan adanya 

fungsi intermediasi di BMT Mitra Reksa Bakti ini menjawab masalah 

penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat Perspektif Ekonomi Islam 

oleh BMT Mitra Reksa Bakti. 

Menurut Mannan (1997) Ilmu ekonomi Islam jelas sangat berbeda dengan 

sistem ekonomi Konvensional. Ekonomi Islam diilhami oleh nilai-nilai 

ketuhanan. Keyakinan akan tuhan ini membuat ekonomi Islam tidak bebas 

nilai. Orientasi waktunya tidak terbatas hanya di dunia saja, melainkan sampai 

akhirat. Oleh karenanya, ilmu ekonomi Islam mempertanggung jawabkannya 

di dunia dan akhirat. Termasuk dalam menjalankan fungsi intermediasi di 

BMT dalam pemberdayaan masyarakat. (Mannan, 1997)  

Di dalam al-Qur’an surat Al- Hasyr ayat 7 telah disebutkan:  

رْبََٰ  قُ لْ ي ا ذِ ولِ وَلِ لرَّسُ لَّهِ وَلِ لِ رَىَٰ فَ قُ لِ الْ هْ نْ أَ هِ مِ ولِ ىَٰ رَسُ لَ اءَ اللَّهُ عَ فَ ا أَ مَ
   ۗ مْ  كُ نْ اءِ مِ يَ نِ يَْْ الَْْغْ  َ ةً ب ولَ ونَ دُ كُ يْ لَّ يَ يلِ كَ بِ نِ السَّ بْ يِْ وَا اكِ سَ مَ ىَٰ وَالْ امَ تَ يَ لْ وَا
للَّهَ   نَّ  ا وا اللَّهَ  ۗ   إِ ت َّقُ ۗ   وَا وا  هُ تَ   ْ ن ا هُ  فَ نْ مْ  عَ اكُ هَ  َ ا ن وهُ  وَمَ ذُ خُ ولُ  فَ مُ  الرَّسُ اكُ ا آتَ وَمَ

ابِ  قَ عِ لْ ا يدُ   دِ  شَ
Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 
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kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

amat keras hukumannya” 

 

Beberapa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk mencapai 

tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Gunawan Sumodiningrat, 

adalah sebagai berikut: 

1. Peluang untuk meningkatkan produksi 

Peluang  dikenal sebagai cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau 

kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. BMT 

Mitra Reksa Bakti memberikan peluang atau akses yang lebih besar pada 

akses produksi kepada anggota yang mengambil pembiayaan untuk 

mengembangkan usahanya. Sehingga, mampu meningkatkan produksi, 

pendapatan, dan menciptakan tabungan yang dapat meningkatkan 

pemupukan modal secara berkesinambungan. 

BMT mitra Reksa Bakti sebagai Lembaga Keuangan Syariah 

memberikan peluang kepada pengusaha kecil di daerah Pakem Turi untuk 

mengembangkan perekonomian para anggota melalui pembiayaan. Dana 

yang sudah terkumpul dari para anggota penabung disalurkan kepada 

anggota yang berprofesi pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan dan 

menggunakan akad-akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota.  

Pemberdayaan yang ada di BMT Mitra Reksa Bakti  mempunyai konsep 

dan tujuan yang ingin dicapai. Konsep pemberdayaan dalam BMT ini 

menerapkan motto membangun ekonomi bersama ummat. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang dituturkan oleh Bapak Rajendra Selaku Manajer 

BMT Mitra Reksa Bakti yakni: 

“Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, BMT juga 

memberi fasilitas pendampingan terhadap anggota yang mengambil 

pembiayaan. Adapun fasilitas lain seperti jemput bola, dimana pihak 

BMT akan mendatangi rumah-rumah para anggota ketika tiba waktu 

untuk membayar angsuran, sehingga anggota tidak perlu repot-repot 

untuk datang ke BMT” 
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Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas oleh informan A 

bahwa pemberdayaan ekonomi yang ada di BMT Mitra Reksa Bakti telah 

didapatkan adanya peluang yang cukup membantu para pengusaha kecil di 

daerah Pakem Turi untuk mengembangkan usahanya, begitu pula dengan 

informan C, namun berdeda halnya yang disampaikan oleh Informan B 

sebagai pengelola BMT bahwasanya tidak ada pendampingan dalam 

pengembangan ekonomi anggota, namun BMT memberi batasan dalam 

pengembangan ekonomi anggota dengan tidak menjual barang-barang 

haram dalam usahanya. Informan D, E dan F mengakui bahwa BMT 

memberi peluang dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan. Hal ini 

sesuai dengan teori menurut Gunawan Sumodiningrat bahwa pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang diberikan BMT Mitra Reksa Bakti cukup 

memberi peluang kepada anggota untuk meningkatkan pendapatan dan 

mengembangkangkan produksi dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan. 

Para anggota BMT juga mempunyai wewenang untuk mengembangkan 

bisninya sesuai perjanjian yang telah dilakukan dengan BMT. 

Menurut hasil wawancara dari semua informan para pengelola serta 

informan sebagai anggota BMT sudah menanamkan prinsip ketauhidan, 

dengan cara melaksanakan shalat 5 waktu ketika tiba waktunya. Begitu 

pula pengelola BMT harus bersikap jujur (amanah) karena pihak BMT 

selaku pengelola dana titipan dari para anggota yang menabung untuk 

disalurkan kepada anggota BMT yang membutuhkan pembiayaan. 

2. Adanya sarana dan prasarana pemasaran  

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu 

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). BMT Mitra Reksa Bakti dapat memperkuat potensi 

transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat yang dibantu dengan 

prasarana dan sarana penghubung yang mampu memperlancar pemasaran 

produksi. Tidak semua masyarakat Pakem Turi memahami tentang 

Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT. Dengan demikian, BMT Mitra 
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Reksa Bakti selalu mengadakan sosialisasi rutin setiap dalam waktu 6 bulan, 

atau dapat disebut dalam satu tahun akan ada sosialisasi 2 kali, dengan 

berbagai tema khususnya tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sosialisasi 

yang diadakan BMT Mitra Reksa Bakti merupaka salah satu prasarana yang 

di berikan kepada para anggota agar mendapatkan ilmu tentang pemahaman 

Lembaga Keuangan Syariah.  Memperkuat potensi transaksi dan kemitraan 

usaha ekonomi rakyat yang dibantu dengan prasarana dan sarana 

penghubung yang mampu memperlancar pemasaran produksi. 

Menurut Bapak Rajendra selau Manager di BMT Mitra Reksa Bakti 

penyampaian materi yang ada ketika diadakan sosialisai memberikan nilai 

positif tentang fungsi intermediasi BMT Mitra Reksa Bakti dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan, sama halnya 

penjelasan yang disampaikan informan E dan F bahwasanya sebagai 

anggota BMT merasa mendapat nilai tambah seperti pengalaman dan 

pemahaman tentang Lembaga Keuangan Syariah serta pengelolaannya. 

Hal ini sesuai dengan teori menurut Gunawan Sumodiningrat bahwa 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan BMT Mitra Reksa 

Bakti memberi nilai positif karena manjadikan masyarakat tahu akan 

manfaat dari keberadaan BMT Mitra Reksa Bakti. BMT selaku Lembaga 

Keuangan Syariah yang memiliki prinsip syariah harus memiliki sifat wajib 

yaitu; siddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fatanah (kebijakan), 

tabligh (keterbukaan). 

3. Meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat 

penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan 

perkembangan perusahaan. BMT Mitra Reksa Bakti sebagai Lembaga 

Keuangan Syariah dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dan 

kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. BMT 

Mitra Resa Bakti bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dalam 

upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen para pengusaha 
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kecil. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan 

anggota. Pembinaan anggota khususnya bagi anggota yang berprofesi 

pengusaha kecil telah menjadi faktor yang menentukan dalam rangka 

menjaga pembiayaan yang berkualitas baik. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di BMT Mitra Reksa 

Bakti melalui pembiayaan dengan akad-akad syariah, adapaun tabungan 

jangka panjang untuk pendidikan dengan menggunakan akad mudharabah, 

dimana dana yang disetor oleh anggota penabung akan disalurkan ke 

anggota lain melalui pembiayaan dengan bagi hasil yang sudah ditentukan.  

BMT Mitra Reksa Bakti memberikan pembiayaan kepada anggota 

tidak begitu saja memberikan apa yang anggota butuhkan melainkan adanya 

penyampaian serta keterbukaan, serta kejujuran atas keluhan-keluhan yang 

dialami anggota sehingga memutuskan untuk mengambil pembiayaan di 

BMT Mitra Reksa Bakti.  Sehingga, BMT dapat memberikan pembiayaan 

dengan akad yang cocok sesuai apa yang dibutuhkan anggota. 

4. Kebijakan pengembangan industri  

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan 

ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil 

bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal 

sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan 

(ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, 

perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.  

Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan 

industri rakyat yang terkait dengan industri besar. BMT Mitra Reksa Bakti 

merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga 

sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada 

sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara 

merata dan adil. 

BMT Mitra Reksa Bakti merupakan Lembaga Keuangan Syariah 

yang memiliki fungsi intermediasi dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dengan melalui pembiayaan kepada anggota. Setiap manusia 
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memiliki tugas dan kewajiban untuk menjadian hidupnya lebih baik dari 

sebelumnya. Sehingga, manusia bisa dikatakan sebagai pemimpin yang 

harus memiliki suatu ketrampilan dan kreatifitas dalam melakukan suatu 

perbuatan khususnya dalam bidang ekonomi, untuk memanfaatkan 

sumberdaya yang ada. 

5. Kebijakan ketenagakerjaan 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong 

tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, 

yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan 

saling menunjang. 

 BMT Mitra Reksa Bakti selalu mengadakan sosialisasi rutin setiap 

dalam waktu 6 bulan, atau dapat disebut dalam satu tahun akan ada 

sosialisasi 2 kali, dengan berbagai tema khususnya tentang Lembaga 

Keuangan Syariah. Sosialisasi yang diadakan BMT Mitra Reksa Bakti 

merupaka salah satu prasarana yang di berikan kepada para anggota agar 

mendapatkan ilmu tentang pemahaman Lembaga Keuangan Syariah.  

Materi sosialisasi tidak selalu tentang kelembagaan, melainkan tentang 

keberdayaan seseorang dalam menjalankan kegiatan di bidang ekonominya, 

salah satunya dengan menumbuhkan jiwa-jiwa pejuang atau pengusaha 

(kecil) untuk menghasilkan suatu pendapatan.  

Menjalankan suatu usaha tidaklah mudah, memerlukan niat dan 

usaha yang mantap, karena menjadi pengusaha tidak pasti akan selalu 

untung, tetapi ada juga risiko rugi didalamnya. BMT Mitra Reksa Bakti 

memberikan bantuan kepada para anggota yang berprofesi pengusaha kecil 

dalam permodalan ataupun pengadaan barang dalam bentuk pembiayaan. 

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota akan sesuai dengan kebutuhan 
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anggota, dengan beberapa batasan-batasan yang diberikan BMT Mitra 

Reksa Bakti.  

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak 

dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan 

orang lain atau merusak alam. Sebagai pengelola BMT harus menamkan 

sifat adil karena pengelola BMT harus netral serta ramah kepada semua 

anggota yang ingin mendapatkan pelayanan yang baik walaupun tidak 

semua pengelola BMT mengenali anggota BMT secara detail. Caranya 

adalah dengan menyuruh mereka melakukan hal-hal yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang mungkar, dalam rangka mencari Ridha Allah SWT. 

Berlaku adil juga merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT, dalam 

menjalankan Ekonomi Islam dikehidupan sehari-hari. 

6. Pemerataan pembangunan antar daerah 

BMT Mitra Reksa Bakti adalah salah satu Lembaga Keuangan 

Syariah non Bank dari lima BMT-BMT yang didirikan oleh Lembaga 

Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Indonesia (UII), dimana 

pada bulan Juli 1995 LPM UII mengadakan pelatihan tentang Lembaga 

Keuangan Syariah bagi calon BMT se-Sleman selama tiga bulan. Setelah 

dirasa cukup untuk mengelola BMT, maka pada tanggal 15 Desember 1995 

diresmikan berdirinya BMT-BMT di wilayah Kecamatan Tempel, Turi, 

Pakem, Ngaglik, dan Ngemplak. BMT-BMT ini diresmikan oleh Rektor 

Universitas Islam Indonesia yang waktu itu dijabat oleh Bapak Prof. H. 

Zaini Dahlan, MA di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. 

Bermanfaatnya BMT kepada masyarakat merupakan salah satu 

tujuan munculnya BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. BMT 

menampung beberapa keluhan masyarakat khususnya dalam bidang 

ekonomi dan memberikan solusi untuk mengembangkan ekonomi 

masyarakat. Namun, BMT Mitra Reksa Bakti tidak memiliki 

perkembangan yang agresif seperti 4 BMT-BMT lainnya yang didirikan 

oleh LPM UII, karena BMT-BMT lainnya sangat berkembang sehingga 

sampai sekarang sudah memiliki cabang di beberapa daerah yang ada di 
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Yogyakarta, beda halnya dengan BMT Mitra Reksa Bakti yang sampai 

sekarang hanya memiliki satu kantor yang terletak di daerah Pakem Turi. 

Hal ini disimpulkan, bahwa BMT Mitra Reksa Bakti belum memiliki target 

yang maksimal dalam salah satu indikator pemberdayaan ekonomi 

masyarakat karena hanya memiliki satu lingkup saja di daerah Yogyakarta. 

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi perlu bagi umat Islam 

terutama keuangan yang berprinsip pada syariah mendapatkan hasil dari 

usahanya sesuai pada kaidah-kaidah Islam atau ekonomi Islam sehingga 

hasil itu dibenarkan dan dihalalkan dalam Islam. BMT menjadi salah satu 

wadah bagi umat islam yang membutuhkan bantuan dana untuk 

menjalankan usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi islam, 

sehingga fungsi intermediasi dalam BMT akan memberi manfaat bagi 

masyarakat yang kesulitan dalam perekonomiannya. 

Tabel 4. 2 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

NO 

Indikator 

pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat 

Analisis 

1 Peluang untuk 

meningkatkan 

produktifitas  

 

 

 

BMT mitra Reksa Bakti sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah memberikan peluang kepada pengusaha kecil di 

daerah Pakem Turi untuk mengembangkan perekonomian 

para anggota melalui pembiayaan. Dana yang sudah 

terkumpul dari para anggota penabung disalurkan kepada 

anggota yang berprofesi pengusaha kecil dalam bentuk 

pembiayaan dan menggunakan akad-akad yang sesuai 

dengan kebutuhan anggota. 

2 Adanya sarana 

dan prasarana 

pemasaran 

BMT Mitra Reksa Bakti selalu mengadakan sosialisasi rutin 

setiap dalam waktu 6 bulan, atau dapat disebut dalam satu 

tahun akan ada sosialisasi 2 kali, dengan berbagai tema 

khususnya tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sosialisasi 

yang diadakan BMT Mitra Reksa Bakti merupaka salah satu 

prasarana yang di berikan kepada para anggota agar 

mendapatkan ilmu tentang pemahaman Lembaga Keuangan 

Syariah.  Memperkuat potensi transaksi dan kemitraan usaha 

ekonomi rakyat yang dibantu dengan prasarana dan sarana 
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penghubung yang mampu memperlancar pemasaran 

produksi. 

3 Meningkatan 

kualitas Sumber 

Daya Manusia 

 

BMT Mitra Reksa Bakti sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dan 

kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. BMT Mitra Resa Bakti bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan 

budaya kerja, kemampuan manajemen para pengusaha kecil. 

Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program 

pembinaan anggota. Pembinaan anggota khususnya bagi 

anggota yang berprofesi pengusaha kecil telah menjadi 

faktor yang menentukan dalam rangka menjaga pembiayaan 

yang berkualitas baik. 

4 Kebijakan 

pengembangan 

industri  

 

Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada 

penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. 

BMT Mitra Reksa Bakti merupakan sebuah lembaga yang 

tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga 

lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada 

sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya 

terdistribusi secara merata dan adil 

5 Kebijakan 

ketenagakerjaan 

 

BMT Mitra Reksa Bakti memberikan bantuan kepada para 

anggota yang berprofesi pengusaha kecil dalam permodalan 

ataupun pengadaan barang dalam bentuk pembiayaan. 

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota akan sesuai 

dengan kebutuhan anggota, dengan beberapa batasan-

batasan yang diberikan BMT Mitra Reksa Bakti. 

6 Pemerataan 

pembangunan 

antar daerah  

 

Bermanfaatnya BMT kepada masyarakat merupakan salah 

satu tujuan munculnya BMT sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah. Namun, BMT Mitra Reksa Bakti tidak memiliki 

perkembangan yang agresif seperti 4 BMT-BMT lainnya 

yang didirikan oleh LPM UII, karena BMT-BMT lainnya 

sangat berkembang sehingga sampai sekarang sudah 

memiliki cabang di beberapa daerah yang ada di 

Yogyakarta, beda halnya dengan BMT Mitra Reksa Bakti 

yang sampai sekarang hanya memiliki satu kantor yang 

terletak di daerah Pakem Turi. Hal ini disimpulkan, bahwa 

BMT Mitra Reksa Bakti belum memiliki target yang 

maksimal dalam salah satu indikator pemberdayaan 

ekonomi masyarakat karena hanya memiliki satu lingkup 

saja di daerah Yogyakarta. 
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BAB   V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, fungsi intermediasi BMT 

Mitra Reksa Bakti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif 

ekonomi islam adalah baik. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut: 

1. Peluang untuk meningkatkan produksi 

BMT mitra Reksa Bakti sebagai Lembaga Keuangan Syariah 

memberikan peluang kepada pengusaha kecil di daerah Pakem Turi untuk 

mengembangkan perekonomian para anggota melalui pembiayaan. Dana 

yang sudah terkumpul dari para anggota penabung disalurkan kepada 

anggota yang berprofesi pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan dan 

menggunakan akad-akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota. 

2. Adanya sarana dan prasarana pemasaran  

BMT Mitra Reksa Bakti selalu mengadakan sosialisasi rutin setiap 

dalam waktu 6 bulan, atau dapat disebut dalam satu tahun akan ada 

sosialisasi 2 kali, dengan berbagai tema khususnya tentang Lembaga 

Keuangan Syariah. Sosialisasi yang diadakan BMT Mitra Reksa Bakti 

merupaka salah satu prasarana yang di berikan kepada para anggota agar 

mendapatkan ilmu tentang pemahaman Lembaga Keuangan Syariah.  

Memperkuat potensi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat yang 

dibantu dengan prasarana dan sarana penghubung yang mampu 

memperlancar pemasaran produksi.  

3. Meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

BMT Mitra Reksa Bakti sebagai Lembaga Keuangan Syariah dapat 

meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. BMT Mitra Resa Bakti 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya 

meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen para pengusaha kecil. 

Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan 

anggota. Pembinaan anggota khususnya bagi anggota yang berprofesi 
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pengusaha kecil telah menjadi faktor yang menentukan dalam rangka 

menjaga pembiayaan yang berkualitas baik. 

4. Kebijakan pengembangan industri  

Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan 

industri rakyat yang terkait dengan industri besar. BMT Mitra Reksa Bakti 

merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga 

sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada 

sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara 

merata dan adil 

5. Kebijakan ketenagakerjaan 

BMT Mitra Reksa Bakti memberikan bantuan kepada para anggota 

yang berprofesi pengusaha kecil dalam permodalan ataupun pengadaan 

barang dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada 

anggota akan sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan beberapa batasan-

batasan yang diberikan BMT Mitra Reksa Bakti. 

6. Pemerataan pembangunan  

Bermanfaatnya BMT kepada masyarakat merupakan salah satu 

tujuan munculnya BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Namun, 

BMT Mitra Reksa Bakti tidak memiliki perkembangan yang agresif seperti 

4 BMT-BMT lainnya yang didirikan oleh LPM UII, karena BMT-BMT 

lainnya sangat berkembang sehingga sampai sekarang sudah memiliki 

cabang di beberapa daerah yang ada di Yogyakarta. Hal ini disimpulkan, 

bahwa BMT Mitra Reksa Bakti belum memiliki target yang maksimal 

dalam salah satu indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat karena 

hanya memiliki satu lingkup saja di daerah Yogyakarta. 

B. Saran  

Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapati penulis, maka penulis 

hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

tujuan menambah ilmu pengetahuan, yaitu: 

1. Untuk pihak BMT Mitra Reksa Bakti, agar meningkatkan fungsi BMT 

dalam pemberdayaa ekonomi masyarakat Kecamatan Turi, dengan 
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memperluas relasi untuk mengenalkan Lembaga Keuangan Syariah pada 

masyarakat. Dengan demikian, maka semua orang akan tahu bahwa BMT 

Mitra Reksa Bakti merupaka Lembaga Keuangan Syariah yang berperan 

sebagai koperasi syariah yang ada di wilayah Pakem Turi. 

2. Untuk pihak BMT Mitra Reksa Bakti supaya memiliki target yang agresif 

dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, karena sebagai umat 

muslim harus menyebarluaskan dakwah-dakwah islamiah salah satunya 

dengan melalui perekonomian. 

3. Prinsip ekonomi islam merupakan kunci dalam menjalankan tugas sebagai 

pengelola BMT Mitra Reksa Bakti, sebagai penkgelola harus menerapkan 

sifat jujur dan bertanggung jawab, supaya bisnis yang dijalankan menjadi 

berkah, karena semua harta yang ita miliki adalah amanah yang harus 

dijaga dengan benar dan sebagai titipan yang tidak kekal, dan semua akan 

kembali kepada Sang Pencipta. 
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Daftar pertanyaan wawancara: 

1. Pegawai BMT  

Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Agama  : 

Jabatan  : 

Berapa pendapatan perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

PERTANYAAN UNTUK PEGAWAI BMT:  

NO ASPEK INDIKATOR PERTANYAAN 

1 Kebebasan 

mobilitas 

Mampu 

melakukan sendiri  

a. Apakah pihak BMT memberi 

pendampingan dalam 

pengembangan ekonomi 

nasabah? 

b. Pendampingan seperti apa yang 

dilakukan oleh BMT terhadap 

nasabah? 

c. Apakah BMT memberikan 

batasan kepada nasabah dalam 

pengembangan ekonomi 

nasabah? 

d. Apakah pegawai BMT 

memiliki jam istirahat ketika 

tiba waktu shalat dhuhur? 

2 Kemampuan 

membeli 

komoditas 

kecil 

Kemampuan 

pembelian 

kebutuhan sehari-

hari 

a. Apakah nasabah BMT mampu 

membeli barang kebutuhan 

sehari-harinya seperti beras, 

minyak tanah, minyak goreng, 

bumbu, dengan uang hasil 

bisninya setelah mendapatkan 

pinjaman pembiayaan dari 

BMT? 

3 Kemampuan 

membeli 

komoditas 

besar 

Barang sekunder a. Apakah nasabah BMT mampu 

membeli barang perlengkapan 

rumah tangga seperti lemari 

pakaian, TV, radio, dengan 

uang hasil bisninya setelah 

mendapatkan pinjaman 

pembiayaan dari BMT? 
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  Barang tersier b. Apakah nasabah BMT 

memiliki kemampuan untuk 

membeli sebuah mobil, dengan 

uang hasil bisninya setelah 

mendapatkan pinjaman 

pembiayaan dari BMT? 

4 Terlibat dalam 

pembuatan 

keputusan-

keputusan 

rumah tangga 

Pengambilan 

membuat 

keputusan 

sendiri/bersama 

a. Apakah nasabah BMT mampu 

membuat keputusan mengenai 

keputusan keluarga untuk 

(renovasi rumah, perbelian 

hewaan ternak, memperoleh 

kerdit) dengan uang hasil 

bisninya setelah mendapatkan 

pinjaman pembiayaan dari 

BMT? 

5 Kebebasan 

relatif dari 

dominasi 

keluarga 

Perizinan a. Apakah BMT memberi izin 

secara penuh kepada nasabah 

untuk mengembangkan 

usahanya? 

6 Kesadaran 

hukum dan 

politik 

Taat hukum a. Apakah surat nikah ataupun 

sertifikat rumah menjadi syarat 

untuk mendapat pinjaman di 

BMT? 

7 Keterlibatan 

dalam 

kampanye dan 

protes-protes 

Keterlibatan 

dalam masalah 

kampanye/protes 

a. Apakah pihak BMT pernah 

mengikuti kampanye atau 

protes yang ada? 

b. Apakah nasabah BMT pernah 

datang ke BMT untuk 

melakukan protes ke BMT 

karena adanya 

ketidaksesuaian? 

8 Jaminan 

ekonomi dan 

kontribusi 

terhadap 

keluarga 

kontribusi 

Jaminan ekonomi 

a. Bagaimana kontribusi BMT 

MRB dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat daerah 

pakem turi? 

b. Apakah BMT pernah 

melakukan sosialiasi kepada 

nasabah tentang pemberdayaan 

atau lembaga keuangan 

syariah? 

c. Bagaimana kondisi 

perekonomian nasabah yang 

menerima pembiayaan BMT 

MRB sebelum dan sesudah 
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menggunakan produk 

pembiayaan BMT MRB? 

 

 

 

2. Nasabah BMT 

Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Agama  : 

Profesi  : 

Lama berbisnis : 

Berapa pendapatan perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

PERTANYAAN UNTUK NASABAH BMT : 

NO ASPEK INDIKATOR PERTANYAAN 

1 Kebebasan 

mobilitas 

Mampu 

melakukan 

sendiri 

a. Apakah BMT melakukan 

pendampingan dalam 

pengembangan ekonomi  nasabah? 

b. Apakah BMT memberi batasan 

dalam pengembangan ekonomi 

nasabah? 

c. Apakah nasabah mampu pergi 

keluar rumah (pasar) untuk 

berdagang? 

d. apakah nasabah mampu pergi ke 

masjid untuk shalat berjamaah 

ketika adzan berkumandang dan 

menghentikan semua aktifitas 

produktinya? 
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2 Kemampuan 

membeli 

komoditas 

kecil 

Kemampuan 

pembelian 

kebutuhan 

sehari-hari 

a. Apakah nasabah mampu membeli 

barang kebutuhan sehari-hari 

seperti beras, minyak tanah, minyak 

goreng, bumbu, minyak rambut, 

sabun mandi, rokok, bedak, 

shampo, setelah mendapatkan 

pinjaman pembiayaan dari BMT? 

3 Kemampuan 

membeli 

komoditas 

besar 

Kemampuan 

pembelian 

barang sekunder 

dan tersier 

a. Apakah nasabah mampu membeli 

barang perlengkapan rumah tangga 

seperti lemari pakaian, TV, radio, 

dengan uang hasil bisnisnya setelah 

mendapatkan pinjaman pembiayaan 

dari BMT? 

b. Apakah nasabah mampu membeli 

kendaraan mobil dengan hasil 

bisnisnya, setelah mendapatkan 

pinjaman pembiayaan dari BMT? 

4 Terlibat 

dalam 

pembuatan 

keputusan-

keputusan 

rumah 

tangga 

Pengambilan 

membuat 

keputusan 

sendiri/bersama 

a. Apakah mampu membuat 

keputusan sendiri/bersama 

mengenai keputusan keluarga untuk 

(renovasi rumah, perbelian hewaan 

ternak, memperoleh kerdit) dengan 

uang hasil bisninya setelah 

mendapatkan pinjaman pembiayaan 

dari BMT? 

5 Kebebasan 

relatif dari 

dominasi 

keluarga 

Perizinan a. Apakah BMT memberi izin secara 

penuh kepada nasabah untuk 

mengembangkan usahanya? 

6 Kesadaran 

hukum dan 

politik 

Taat hukum a. Menurut anda seberapa penting 

untuk memiliki surat nikah dan 

mengetahui hukum-hukum waris? 

7 Keterlibatan 

dalam 

kampanye 

dan protes-

protes 

Keterlibatan 

dalam masalah 

kampanye/protes 

a. Apakah pernah mengikuti 

kampanye atau protes yang ada? 

b. Apakah nasabah pernah melakukan 

protes ke BMT karena adanya 

ketidaksesuaian? 
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8 

 

Jaminan 

ekonomi 

dan 

kontribusi 

terhadap 

keluarga 

Kontribusi  

Jaminan 

ekonomi 

a. Bagaimana kontribusi BMT MRB 

dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat daerah pakem turi? 

b. Apakah BMT pernah melakukan 

sosialiasi kepada nasabah tentang 

pemberdayaan atau lembaga 

keuangan syariah? 

c. Apakah dalam keluarga anda 

mengikuti asuransi pendidikan 

untuk anak? 

d. Apakah keluarga memiliki aset 

produktif seperti investasi atau 

tabungan jangka panjang? 

e. Bagaimana kondisi perekonomian 

nasabah yang menerima 

pembiayaan BMT MRB sebelum 

dan sesudah menggunakan produk 

pembiayaan BMT MRB? 

f. Apakah pihak BMT MRB berperan 

dalam pemberdayaan ekonomi 

bapak/ibu? 

 

 

 

 

Hasil Wawancara Pegawai BMT : 

Pegawai 1 

Nama  : Rajendra 

Usia  : 52 tahun 

Alamat  : Senden Purwobinangun Pakem 

Agama  : Islam 

Jabatan  : Manajer BMT 

Berapa pendapatan perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

d. < 1.000.000 

e. 1.000.001-3.000.000 

f. > 3.000.001 

1. Kebebasan mobilitas  
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a. Apakah pihak BMT memberi pendampingan dalam pengembangan 

ekonomi anggota? 

Jawab : iya ada pendampingan  

b. Pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh BMT kepada anggota? 

Jawab : Dalam kebebasan mobilitas BMT juga memberi fasilitas 

pendampingan terhadap anggota yang mengambil pembiayaan, namun tidak 

semua anggota mendapatkan pendampingan karena pendampingan akan 

dilakukan sesuai kebutuhan saja apabila anggota memiliki kendala dalam 

menjalankan bisnisnya. Adapun fasilitas lain seperti jemput bola, dimana 

pihak BMT akan mendatangi rumah-rumah para anggota ketika tiba waktu 

untuk membayar angsuran, sehingga anggota tidak perlu repot-repot untuk 

datang ke BMT.  

c. Apakah BMT memberikan batasan kepada anggota dalam pengembangan 

ekonomi anggota? 

Jawab : BMT tidak memberi batasan pada anggota dalam pengembangan 

usahanya, namun tetap dalam monitoring di segi kehalalan barang yang 

diperjual belikan, anggota tidak boleh menjalankan bisnis yang tidak sesuai 

syariat Islam seperti jual beli minuman keras, roko dan lain sebagainya 

d. Apakah pegawai BMT memiliki jam istirahat ketia tiba waktu shalat 

dhuhur? 

Jawab : Apakah pegawai BMT memiliki jam istirahat ketia tiba waktu shalat 

dhuhur? 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil 

a) Apakah anggota BMT mampu membeli barang kebutuhan sehari-harinya 

seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu, dengan uang hasil 

bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 

Jawab : alamdulillah sebagian besar anggota yang dapat pembiayaan sudah 

dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari hasil usahanya itu. 

3. Kemampuan membeli komoditas besar  
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a. Apakah anggota BMT mampu membeli barang perlengkapan rumah 

tangga seperti lemari pakaian, TV, radio, dengan uang hasil bisninya 

setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 

Jawab : ada mba soalnya itu juga termasuk kebutuhan individu ya 

alhamdulillah dari hasil usahanya udah mampu buat beli isi 

rumah gitu. 

b. Apakah anggota BMT memiliki kemampuan untuk membeli sebuah 

mobil, dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman 

pembiayaan dari BMT? 

Jawab :sebagian ada yang bisa beli modil, soalnya kan ada yang 

ambil pembiayaan lumayan besar untuk bisnis nya jadi 

pendapatan yang besar itu dilihat dari besar kecilnya modal, 

semakin besar modal nya maka semakin besar juga potensi 

keuntungan yang banyak. 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga 

a. Apakah anggota BMT mampu membuat keputusan mengenai keputusan 

keluarga untuk (renovasi rumah, perbelian hewaan ternak, memperoleh 

kerdit) dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman 

pembiayaan dari BMT? 

Jawab :sebagian ada yang bisa ada juga yang tidak, soalnya kembali lagi ke 

yang tadi mba, modal, kalo modalnya besar pasti untungnya juga 

besar, kalo modalnya sedikit ya tetap untung tapi ya tidak seberapa. 

5. Kebasan relatif dari dominasi keluarga  

a. Apakah BMT memberi izin secara penuh kepada anggota untuk 

mengembangkan usahanya? 

Jawab : BMT tidak memberi batasan pada anggota dalam pengembangan 

usahanya, namun anggota tidak boleh menjalankan bisnis yang tidak 

sesuai syariat Islam seperti jual beli minuman keras, roko dan lain 

sebagainya 

6. Kesadaran hukum dan politik 
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a. Apakah surat nikah ataupun sertifikat rumah menjadi syarat untuk mendapat 

pinjaman di BMT? 

Jawab :sudah pasti sangat penting, karena itu menjadi salah satu bukti 

menandakan anggota termasuk penduduk yang memiliki identitas 

yang jelas. 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes 

a. Apakah pihak BMT pernah mengikuti kampanye atau protes yang ada? 

Jawab : belum pernah mba 

b. Apakah anggota BMT pernah datang ke BMT untuk melakukan protes ke 

BMT karena adanya ketidaksesuaian? 

Jawab : belum pernah juga 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga  

a. Bagaimana kontribusi BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

daerah pakem turi? 

Jawab : kebanyakat anggota kesini mengajukan pembiayaan untuk modal 

usaha, ada juga untuk pendidikan 

b. Apakah BMT pernah melakukan sosialiasi kepada anggota tentang 

pemberdayaan atau lembaga keuangan syariah? 

Jawab : pernah, kita mengadakan pelatihan itu setiap 6 bulan sekali 

c. Bagaimana kondisi perekonomian anggota yang menerima pembiayaan 

BMT MRB sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan 

BMT MRB? 

Jawab : alhamdulillah banyak yang meningkat mba, setiap kesini 

itu pada cerita kalo usahanya itu jadi lancar, pada bersyukur 

dapat bantuan pembiayaan dari sini, ya kami selaku 

pengelola juga ikut seneng denger kabar baik gitu karena 

menjadikan nilai positif dengan keberadaan BMT. 

 

Pegawai 2 

Nama  : Tri Retno Q 

Usia  : 48 tahun 
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Alamat  : Karanggeneng Purwobinangun Pakem 

Agama  : Islam 

Jabatan : Pembukuan 

Berapa pendapatan perbulan:  

a) < 1.000.000 

b) 1.000.001-3.000.000 

c) > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

a) < 1.000.000 

b) 1.000.001-3.000.000 

c) > 3.000.001 

1. Kebebasan mobilitas  

a. Apakah pihak BMT memberi pendampingan dalam pengembangan 

ekonomi anggota? 

Jawab : ada  

b. Pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh BMT kepada anggota? 

Jawab : Pendampingannya hanya sebatas pengawasan saja, dari kegiatan 

perdagangan yang dijalankan.  

c. Apakah BMT memberikan batasan kepada anggota dalam pengembangan 

ekonomi anggota? 

Jawab : Tidak ada batasan, tapi anggota harus memahami kadar kemampuannya 

dalam mengembangkan bisnisnya dan yang pasti halal. 

d. Apakah pegawai BMT memiliki jam istirahat ketia tiba waktu shalat 

dhuhur? 

Jawab : ada 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil 

a. Apakah anggota BMT mampu membeli barang kebutuhan sehari-harinya 

seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu, dengan uang hasil 

bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 

Jawab : iya mampu 

3. Kemampuan membeli komoditas besar  

a. Apakah anggota BMT mampu membeli barang perlengkapan rumah tangga 

seperti lemari pakaian, TV, radio, dengan uang hasil bisninya setelah 

mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 

Jawab : iya bisa beli tv dan lemari 
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b. Apakah anggota BMT memiliki kemampuan untuk membeli sebuah mobil, 

dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari 

BMT? 

Jawab : ada yang bisa ada yang tidak, tergantung pendapatan yang diterima. 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga 

a. Apakah anggota BMT mampu membuat keputusan mengenai keputusan 

keluarga untuk (renovasi rumah, perbelian hewaan ternak, memperoleh 

kerdit) dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman 

pembiayaan dari BMT? 

Jawab : sebagian ada yang bisa sebagian tidak 

5. Kebasan relatif dari dominasi keluarga  

a. Apakah BMT memberi izin secara penuh kepada anggota untuk 

mengembangkan usahanya? 

Jawab : iya  

 

6. Kesadaran hukum dan politik 

a. Apakah surat nikah ataupun sertifikat rumah menjadi syarat untuk mendapat 

pinjaman di BMT? 

Jawab: pasti penting, BMT Mitra Reksa Bakti juga punya badan hukum 

dirintis sejak 15 Oktober 1995, dengan berjalannya waktu alhamdulillah 

BMT Mitra Reksa Bakti memiliki Badan Hukum 05/BH/DK/1998 pada 

tanggal 31 Agustus 1998. BMT mewajibkan para anggota untuk memiliki 

KTP serta surat nikah dan surat-surat lainnya sebagi syarat mendapatkan 

pembiayaan di BMT Mitra Reksa Bakti. Karena sebelum melakukan akad 

anggota harus terlebih dahulu melengkapi bebrapa berkas 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes 

a. Apakah pihak BMT pernah mengikuti kampanye atau protes yang ada? 

Jawab : tidak ada 

b. Apakah anggota BMT pernah datang ke BMT untuk melakukan protes ke 

BMT karena adanya ketidaksesuaian? 

Jawab : tidak ada 
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8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga  

a. Bagaimana kontribusi BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

daerah pakem turi? 

Jawab : kontribusi modal banyak 

b. Apakah BMT pernah melakukan sosialiasi kepada anggota tentang 

pemberdayaan atau lembaga keuangan syariah? 

Jawab : pernah 

c. Bagaimana kondisi perekonomian anggota yang menerima pembiayaan 

BMT MRB sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan BMT 

MRB? 

Jawab : alhamdulillah pada lebih baik mbak, ada peningkatan lebih 

produktif. 

 

 

 

 

Pegawai 3 

Nama  : Herning Setiaty 

Usia  : 47 tahun 

Alamat  : Senden Purwobinangun Pakem 

Agama  : Islam 

Jabatan : Teller 

Berapa pendapatan perbulan:  

a) < 1.000.000 

b) 1.000.001-3.000.000 

c) > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

a) < 1.000.000 

b) 1.000.001-3.000.000 

c) > 3.000.001 

1. Kebebasan mobilitas  

a. Apakah pihak BMT memberi pendampingan dalam pengembangan 

ekonomi anggota? 

Jawab : iya memberi pendampingan 

b. Pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh BMT kepada anggota? 



79 
 

 
 

Jawab : ya mengawasi perkembangan anggota dalam menjalankan bisnisnya  

c. Apakah BMT memberikan batasan kepada anggota dalam pengembangan 

ekonomi anggota? 

Jawab : Tidak memberi batasan, yang penting usahanya harus halal. 

d. Apakah pegawai BMT memiliki jam istirahat ketia tiba waktu shalat 

dhuhur? 

Jawab : iya 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil 

a. Apakah anggota BMT mampu membeli barang kebutuhan sehari-harinya 

seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu, dengan uang hasil 

bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 

Jawab : iya alhamdulillah pada bisa 

3. Kemampuan membeli komoditas besar  

a. Apakah anggota BMT mampu membeli barang perlengkapan rumah tangga 

seperti lemari pakaian, TV, radio, dengan uang hasil bisninya setelah 

mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 

Jawab : iya mampu alhamdulillah 

b. Apakah anggota BMT memiliki kemampuan untuk membeli sebuah mobil, 

dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari 

BMT? 

Jawab : sebagian bisa sebagian tidak, tergantung pemasukan yang 

diperoleh. 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga 

a. Apakah anggota BMT mampu membuat keputusan mengenai keputusan 

keluarga untuk (renovasi rumah, perbelian hewaan ternak, memperoleh 

kerdit) dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman 

pembiayaan dari BMT? 

Jawab : iya mampu 

5. Kebasan relatif dari dominasi keluarga  

a. Apakah BMT memberi izin secara penuh kepada anggota untuk 

mengembangkan usahanya? 
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Jawab : iya pasti diberi izin 

6. Kesadaran hukum dan politik 

a. Apakah surat nikah ataupun sertifikat rumah menjadi syarat untuk mendapat 

pinjaman di BMT? 

Jawab: iya wajib  

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes 

a. Apakah pihak BMT pernah mengikuti kampanye atau protes yang ada? 

Jawab : belum ada 

b. Apakah anggota BMT pernah datang ke BMT untuk melakukan protes ke 

BMT karena adanya ketidaksesuaian? 

Jawab : belum ada 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga  

a. Bagaimana kontribusi BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

daerah pakem turi? 

Jawab : kontribusinya lewat pembiayaan modal 

b. Apakah BMT pernah melakukan sosialiasi kepada anggota tentang 

pemberdayaan atau lembaga keuangan syariah? 

Jawab : pernah, ada jadwalnya  

c. Bagaimana kondisi perekonomian anggota yang menerima pembiayaan 

BMT MRB sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan BMT 

MRB? 

Jawab : para anggota memilii peningkatan dan perkembangan dalam 

bisnisnya. 

 

Hasil Wawancara Anggota BMT : 

Anggota 1 

Nama   : Rojak, S.Ag 

Usia   : 52 tahun 

Alamat   : Candi RT 07/RW 14 Purwobinangun, Pakem 

Agama   : Islam  

Profesi   : Wiraswasta 
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Bisnis yang dijalani : toko furniture 

Lama berbisnis : 18 tahun 

Berapa pendapatan perbulan:  

a) < 1.000.000 

b) 1.000.001-3.000.000 

c) > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

d)   < 1.000.000 

          e)   1.000.001-3.000.000 

          f)    > 3.000.001 

Anggota 2 

Nama   : Etik Widaryati 

Usia   : 37 tahun 

Alamat   : Jamblangan Purwobinangun Pakem 

Agama   : Islam 

Profesi   : IRT 

Bisnis yang dijalani : menanam cabai 

Lama berbisnis : 5 tahun 

 

Berapa pendapatan perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

 

Anggota 3 

Nama   : Desi Windarsih 

Usia   : 34 tahun 

Alamat   : Seprayan Girikerto Turi 

Agama   : Islam 

Profesi   : IRT 

Bisnis yang dijalani : Toko bahan roti   

Lama berbisnis : 3 tahun 

Berapa pendapatan perbulan:  

a. < 1.000.000 

b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 

Berapa pengeluaran perbulan:  

a. < 1.000.000 
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b. 1.000.001-3.000.000 

c. > 3.000.001 
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1. Kebebasan mobilitas  

a. Apakah pihak BMT memberi pendampingan dalam pengembangan ekonomi 

anggota? 

Bpk Rojak : ya BMT mendamingi, tapi ya terjadwal sekitar sebulan sekali 

nanti pihak BMT kesini, ngecek perkembangan bisnis yang kita 

jalani. 

Ibu Desi : ada mbak, biasanya kesini setiap bulan gitu 

Ibu Etik : BMT kesini sebulan sekali 

b. Apakah BMT memberi batasan dalam pengembangan ekonomi anggota? 

Bpk Rojak : tidak ada  

Ibu Desi : tidak ada mbak, kita bisa berdagang dengan cara kita sendiri 

tapi dibilangin ya harus sesuai syariat Islam  

Ibu Etik : tidak ada 

c. Apakah anggota mampu pergi keluar rumah (pasar) untuk berdagang? 

Bpk Rojak : ya bisa mbak, namanya mau cari rejeki   

Ibu Desi : alhamdulillah bisa, kecuali kalau lagi ada agenda jadi libur dulu  

Ibu Etik : bisa mbak 

d. apakah anggota mampu pergi ke masjid untuk shalat berjamaah ketika adzan 

berkumandang dan menghentikan semua aktifitas produktinya? 

Bpk Rojak : alhamdulillah bisa mbak  

Ibu Desi : alhamdulilah saya selalu shalat habis denger adzan mbak, tapi 

tidak di masjid, di toko aja  

Ibu Etik : alhamdulillah bisa 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil 

a. Apakah anggota BMT mampu membeli barang kebutuhan sehari-harinya 

seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu, dengan uang hasil 

bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 
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Bpk Rojak : ya BMT mendamingi, tapi ya terjadwal sekitar sebulan sekali 

nanti pihak BMT kesini, ngecek perkembangan bisnis yang kita jalani. 

Ibu Desi : ada mbak, biasanya kesini setiap bulan gitu 

Ibu Etik : BMT kesini sebulan sekali 

3. Kemampuan membeli komoditas besar  

a. Apakah anggota BMT mampu membeli barang perlengkapan rumah tangga 

seperti lemari pakaian, TV, radio, dengan uang hasil bisninya setelah 

mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT? 

Bpk Rojak : bisa mbak alhamdulillah  

Ibu Desi : alhamdulillah bisa  

Ibu Etik : belum bisa mbak, udah bisa mencukupi kebutuhan saja sudah 

alhamdulillah 

 

b. Apakah anggota BMT memiliki kemampuan untuk membeli sebuah mobil, 

dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari 

BMT? 

Apakah anggota BMT memiliki kemampuan untuk membeli sebuah mobil, 

dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari 

BMT? 

Bpk Rojak : ya alhamdulillah mba, pendapatan sangat mencukupi 

keperluan pribadi kami.  

Ibu Desi : belum bisa mbak  

Ibu Etik : tidak bisa 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga 

a. Apakah anggota BMT mampu membuat keputusan mengenai keputusan 

keluarga untuk (renovasi rumah, perbelian hewaan ternak, memperoleh kerdit) 

dengan uang hasil bisninya setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari 

BMT? 
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Bpk Rojak : alhamdulillah bisa mbak, dulu awal-awal bisnis kami masih 

sulit keuangannya, sekarang sudah ada perubahan banyaklah 

mbak, kami sangat bersyukur   

Ibu Desi : Mendapatkan pembiayaan dari BMT Mitra Reksa Bakti 

merupakan suatu kesyukuran saya, karena pembiayaan ini 

menghadirkan kegembiraan dalam pendapatan bisnis yang saya 

jalani, pendapatan dari bisnis ini memang tidak banyak tapi 

alhamdulillah bisa buat renovasi rumah sedikit demi sedikit 

Ibu Etik : belum bisa mbak 

5. Kebasan relatif dari dominasi keluarga  

a. Apakah BMT memberi izin secara penuh kepada anggota untuk 

mengembangkan usahanya? 

Bpk Rojak : sangat mbak, kita mau ngembangin pendapatn kita   

Ibu Desi : iya mbak, jadi BMT memberi kita pembiayaan biar kita lancar 

jalanin usaha   

Ibu Etik : iya mbak 

6. Kesadaran hukum dan politik 

a. Apakah surat nikah ataupun sertifikat rumah menjadi syarat untuk mendapat 

pinjaman di BMT? 

Bpk Rojak : sangat penting, kaalau gak pake itu kan kita gak bisa dapet 

pembiayaan mbak 

Ibu Desi : hm,,,penting mbak, kalau surat nikah kan termasuk salah satu 

identitas yang ditunjukan ke BMT kalau hukum waris itu 

mungkin biar kita tahu peninggalan harta gitu mbak buat yang 

berhak.  

Ibu Etik : pasti penting mbak 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes 

a. Apakah angoota BMT pernah mengikuti kampanye atau protes yang ada? 

Bpk Rojak : belum pernah mbak  
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Ibu Desi : belum pernah   

Ibu Etik : tidak pernah 

b. Apakah anggota BMT pernah datang ke BMT untuk melakukan protes ke 

BMT karena adanya ketidaksesuaian? 

Bpk Rojak : tidak pernah  

Ibu Desi : belum pernah  

Ibu Etik : tidak pernah 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga  

a. Bagaimana kontribusi BMT MRB dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

daerah pakem turi? 

Bpk Rojak : sangat bagus mbak, saya sangat bersyukur bisa jadi anggota 

disitu, orang-orangnya juga ramah, sopan 

Ibu Desi : ya alhamdulillah saya sangat terbantu dengan bisa tau BMT, 

saya tau BMT itu dari pengajian-pengajian mbak kan itu ibu-ibu 

BMT nya juga sering pengajian sama saya  

Ibu Etik : bagus, bisa membantu orang-orang seperti kami ini ya yang 

masih butuh bantuan dana  

b. Apakah BMT pernah melakukan sosialiasi kepada anggota tentang 

pemberdayaan atau lembaga keuangan syariah? 

Bpk Rojak : pernah mbak saya pernah ikut itu.  

Ibu Desi : iya ada mbak, biasanya dikabarin kalo mau ada sosialisasi   

Ibu Etik : alhamdulillah saya pernah ikut mbak 

c. Apakah dalam keluarga anda mengikuti asuransi pendidikan untuk anak? 

Bpk Rojak : gak mbak  

Ibu Desi : belum pernah mbak, soalnya saya belum tertarik sama 

asuransi-asuransi gitu   

Ibu Etik : tidak 

d. Apakah keluarga memiliki aset produktif seperti investasi atau tabungan jangka 

panjang? 
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Bpk Rojak : tidak  

Ibu Desi : tidak   

Ibu Etik : tidak 

e. Bagaimana kondisi perekonomian anggota yang menerima pembiayaan BMT 

MRB sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan BMT MRB? 

Bpk Rojak : wah tambah lancar mbak, orderan juga ada alhamdulillah  

Ibu Desi : yang pasti ada peningkatan mbak dari sebelumnya   

Ibu Etik : alhamdulillah agak meningkat 

f. Apakah pihak BMT MRB berperan dalam pemberdayaan ekonomi bapak/ibu? 

Bpk Rojak : sudah pasti sangat berperan   

Ibu Desi : iyalah mbak membantu sekali   

Ibu Etik : iya  
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